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ABSTRAK 
 

Tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pelaku usaha hotel dan restoran di 

Kabupaten Temanggung masih menjadi tantangan utama dalam upaya memaksimalkan 

pendapatan pajak daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh adanya 

ketidakharmonisan antara tingkat pengetahuan, persepsi terhadap sanksi, serta mutu 

layanan perpajakan dengan harapan wajib pajak yang terus berkembang. Penelitian ini 

merujuk pada kerangka Theory of Planned Behavior, Deterrence Theory, serta Social 

Exchange Theory untuk merumuskan keterkaitan antara variabel pengetahuan 

perpajakan, persepsi terhadap sanksi, dan kualitas layanan pajak sebagai faktor-faktor 

yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Melalui metode kuantitatif dengan survei dan 

penyebaran kuesioner kepada 100 pengelola hotel dan restoran di wilayah Temanggung. 

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode random sederhana agar 

representatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui regresi linier berganda, 

serta dilengkapi dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik untuk 

menjamin keandalan model yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik 

tingkat pengetahuan perpajakan maupun mutu layanan pajak ternyata memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, yang menunjukkan 

adanya sikap kritis dari wajib pajak terhadap kelemahan sistem dan layanan perpajakan 

daerah. Sementara itu, persepsi terhadap sanksi pajak tidak terbukti memberikan 

pengaruh yang signifikan, menandakan bahwa sistem sanksi yang ada belum efektif 

dalam menimbulkan efek jera. Model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 

39,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak, adapun faktor lain di luar batas penelitian 

ini turut mempengaruhi sisanya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan 

variabel diperluas dan pendekatan metodologis diperdalam, sehingga dapat 

mengungkap lebih jauh kompleksitas berbagai aspek yang berperan dalam menentukan 

tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelolaan pajak di tingkat daerah.. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Layanan 

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada wajib pajak secara sadar dan 

sukarela terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum. 

Kepatuhan ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan pendapatan 

negara, yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan 

nasional. Sesuai dengan penelitian yang telah dikerjakan oleh Naziyah et al. 

(2024), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 

pelaksanaan sistem self-assessment dan kualitas layanan petugas pajak. 

Selain itu, Rahmadana (2021) mengemukakan bahwa di Kota Medan, telah 

terjadi perubahan signifikan sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban 

perpajakan mereka untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan dari waktu ke 

waktu, yang menunjukkan tantangan yang harus diatasi. Penelitian lain oleh 

Jaeng dan Yadnyana (2024) mengindikasikan bahwa wawasan dan 

pengetahuan mengenai pajak berperan penting dalam tingkat 

kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Sikka, NTT. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa pemahaman yang memadai terkait regulasi 

perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran, yang pada gilirannya 

berdampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan data 

yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan, tingkat 

kesadaran, serta efektivitas penerapan sanksi perpajakan. 

Di sisi lain, ketaatan pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang 

diberikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Jaeng dan Yadnyana (2024), 

disebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas tinggi berhubungan erat 

dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Bali. Purnamasari (2024) 

menambahkan bahwa penerapan sanksi pajak secara tegas memainkan 

peran penting dalam menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, 

khususnya dalam konteks pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholis dan Mutmainah 

(2021), di mana penentuan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh 
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kualitas layanan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sementara 

itu, Putri (2024) menegaskan bahwa di Kabupaten Badung, faktor layanan 

pajak yang efisien memainkan peranan penting dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak di sektor hotel dan restoran. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak tidak dipengaruhi 

oleh pemahaman dan hukuman, tetapi juga oleh mutu pelayanan yang 

diperoleh oleh pihak yang wajib pajak. 

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kualitas layanan 

yang disediakan oleh lembaga perpajakan adalah elemen krusial dalam 

memengaruhi seberapa patuhnya para wajib pajak. Melalui sebuah studi 

yang dilakukan oleh Jaeng dan Yadnyana (2024), ditemukan bahwa 

keteraturan pembayaran pajak oleh hotel di Kabupaten Sikka sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran serta pemahaman pajak dari para wajib 

pajak. Pemahaman mengenai pajak adalah salah satu faktor penting yang 

dapat menentukan sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban mereka, 

yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Sejalan 

dengan studi yang diadakan oleh Mansyur et al. (2023), menunjukkan 

bahwa sosialisasi mengenai pajak dan hukuman pajak juga berperan dalam 

mendorong ketaatan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang 

perhotelan, restoran, dan tempat hiburan di Kota Makassar. Purnamasari 

(2024) menekankan kembali pentingnya kualitas pelayanan dan sanksi pajak 

dalam skema perpajakan restoran di Kabupaten Sidoarjo. Fakta ini 

menegaskan bahwa kombinasi antara pengetahuan pajak dan faktor-faktor 

lain, seperti sanksi dan kualitas pelayanan, memiliki peran integral dalam 

mempengaruhi kepatuhan. Penelitian-penelitian ini sejalan dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor serupa, namun setiap daerah memiliki nuansa 

tersendiri mengenai kepatuhan wajib pajak yang bergantung pada konteks 

lokal dan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan. 

Melanjutkan temuan yang telah disebutkan, perbedaan kontekstual 

dalam setiap penelitian memberikan pemahaman yang mendalam terkait 

faktor- faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan pajak di berbagai 

daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sujana (2021) di 
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Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti 

pemahaman wajib pajak dan interaksi dengan otoritas pajak merupakan 

penentu utama kepatuhan pajak hotel. Sementara itu, penelitian oleh Sari 

dan Asy'ari (2021) di Kabupaten Bangkalan menambahkan tema perputaran 

usaha sebagai elemen penting yang memengaruhi kepatuhan pajak restoran, 

yang memperluas pemahaman kita mengenai variabel yang berkontribusi 

terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Kholis dan 

Mutmainah (2021) menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan 

pentingnya pemahaman terhadap peraturan pajak dalam konteks pedagang 

kaki lima di daerah Grogol Solo Baru. Semua penelitian tersebut 

memperkaya literatur dengan menjelaskan bagaimana kombinasi 

pengetahuan pajak, kualitas layanan, sosialisasi, dan faktor-faktor lain 

berinteraksi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, 

penelitian ini mengambil pendekatan unik dengan menggabungkan elemen- 

elemen dari penelitian sebelumnya dalam konteks Kabupaten Temanggung 

untuk memberikan pandangan baru yang terkelola secara komprehensif 

mengenai dampak kombinasi antara pengertian mengenai pajak, sanksi 

pajak, dan kualitas layanan pajak berkenaan dengan kepatuhan para wajib 

pajak. 

Berdasarkan Jaeng dan Yadnyana (2024), salah satu komponen 

utama untuk memahami kepatuhan pajak di industri restoran 

dan hotel adalah pengetahuan tentang pajak, yang meliputi pemahaman 

wajib pajak tentang regulasi dan tanggung jawab perpajakan. Pengetahuan 

ini tidak hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi juga mendorong 

pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu. Selain itu Purnamasari 

(2024) mengemukakan bahwa hubungan erat antara pengetahuan 

perpajakan dan kepatuhan semakin diperkuat dengan adanya sanksi 

perpajakan preventif, di mana penerapan sanksi ini bertujuan untuk 

mencegah pelanggaran dan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak. 

Selain itu, aspek kualitas pelayanan perpajakan berperan krusial dalam 

mendukung kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, 

melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, yang dapat 
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meningkatkan pengalaman dan tingkat kepercayaan wajib pajak (Putri 

2024). Selanjutnya, kualitas pelayanan yang baik bisa berfungsi sebagai pemicu 

dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, dengan menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk keterlibatan wajib pajak yang lebih proaktif. Dalam 

konteks penelitian ini, interaksi antara pengetahuan perpajakan, sanksi, dan 

kualitas pelayanan membentuk sinergi yang saling melengkapi, di mana 

kombinasi ketiga variabel tersebut mampu menciptakan strategi yang lebih 

komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, dengan 

memahami pengaruh integral dari pengetahuan perpajakan, sanksi, dan 

kualitas pelayanan, diharapkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif 

dapat dikembangkan terhadap dinamika sektor perpajakan di Kabupaten 

Temanggung. 

Sinergi komplementer antara pengetahuan pajak, sanksi, dan 

kualitas layanan memberikan ilustrasi mengenai seberapa besar 

kemungkinan bahwa variabel-variabel ini, baik secara simultan maupun 

individual, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib 

pajak di sektor restoran dan hotel, terutama di Kabupaten Temanggung. 

Sementara itu, Jaeng dan Yadnyana (2024) menegaskan bahwa pengetahuan 

pajak dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengingat dampaknya yang langsung 

terhadap pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak secara benar dan 

tepat waktu. 

Dalam penelitian Purnamasari (2024), sanksi pajak berfungsi 

sebagai pendorong dan alat pencegahan yang dapat meningkatkan 

keteraturan dan disiplin dalam membayar pajak, dengan memastikan bahwa 

konsekuensi dari ketidakpatuhan memberikan tekanan yang cukup bagi 

wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Kualitas layanan pajak, yang 

juga tidak kalah penting, berfungsi sebagai katalis utama dengan 

memberikan dukungan dan layanan yang transparan dan responsif, yang 

pada akhirnya menghasilkan pengalaman yang menyenangkan dan 

meningkatkan rasa puas wajib pajak. Dalam konteks ini, dapat dikatakan 

bahwa kualitas layanan yang baik dapat memperkuat kepercayaan wajib 
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pajak dan mengurangi hambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran 

pajak (Purnamasari, 2024). Berdasarkan analisis kemungkinan ini, dapat 

diasumsikan bahwa kombinasi dari ketiga variabel tersebut dapat 

menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif, di mana wajib pajak 

lebih termotivasi untuk aktif dalam mengikuti ketentuan perpajakan. Maka 

dari itu, mengoptimalkan interaksi antara pengetahuan, sanksi, dan kualitas 

layanan merupakan cara yang sangat potensial dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak di daerah ini. 

Studi ini mempunyai tujuan untuk menilai dampak dari pemahaman 

tentang perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan 

pajak berpengaruh pada kepatuhan para pembayar pajak, dengan fokus 

khusus pada sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Dengan 

mengeksplorasi seberapa dalam masing-masing faktor ini berkontribusi 

terhadap perilaku kepatuhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang 

menyeluruh tentang interaksi antara otoritas dan pembayar pajak. 

Pemahaman pajak yang memadai tidak hanya meningkatkan kesadaran akan 

kewajiban dan hak perpajakan, tetapi juga memainkan peran penting dalam 

membangun fondasi untuk kepatuhan yang berkelanjutan (Jaeng dan 

Yadnyana, 2024). Sanksi perpajakan, jika diterapkan secara efektif, 

berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek 

pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan, yang selanjutnya 

berkontribusi pada peningkatan disiplin wajib pajak (Mansyur et al., 2023). 

Kualitas pelayanan perpajakan yang unggul, yang mencakup transparansi 

dan efisiensi, sangat penting untuk memperkuat hubungan positif antara 

otoritas perpajakan dan wajib pajak, sehingga menciptakan lingkungan yang 

mendukung kepatuhan (Purnamasari, 2024). Urgensi studi ini terletak pada 

kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan 

di tengah tantangan ekonomi global, yang memaksa pemerintah daerah 

untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan secara 

berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi interaksi sinergis dari ketiga faktor 

ini, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam 

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan inovatif, guna 
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meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan sumbangan untuk 

memperkuat sistem pajak yang lebih adil dan efektif di hari-hari yang akan 

datang. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melanjutkan 

penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, 

Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak" (Studi Kasus pada Pajak Restoran dan Hotel di 

Kabupaten Temanggung). 

B. Cakupan Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, diperlukan 

pengkajian yang lebih terarah dan mendalam dalam bentuk suatu penelitian. 

Maka dari itu, pembahasan penelitian ini mencakup berbagai informasi 

berikut ini: 

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan memiliki dampak terhadap 

kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran? 

2. Apakah persepsi sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak dari pemilik 

hotel dan restoran? 

3. Apakah kualitas pelayanan pajak berperan dalam kepatuhan wajib 

pajak dari pemilik hotel dan restoran? 

C. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

a. Sasaran Penyusunan Laporan Akhir ini, yaitu: 

1. Menganalisis bagaimana pengetahuan tentang perpajakan 

memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku usaha hotel 

dan restoran.   

2. Menganalisis dampak persepsi sanksi pajak memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang bergerak di sektor hotel dan restoran. 

3. Mengkaji sejauh mana kualitas pelayanan pajak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. 

b. Manfaat Penulisan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

a. Melatih rasa percaya diri dalam kemampuan menulis laporan 

tugas akhir yang telah diberikan. 
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b. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penelitian, 

memungkinkan peneliti untuk memilah informasi yang 

diperlukan secara baik. 

c. Memperluas pengetahuan, seorang peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi, jadi 

dapat memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan. 

d. Memberikan wawasan baru, penelitian mendorong peneliti 

untuk mencari informasi terkini yang dapat ditemukan di 

berbagai sumber literasi penelitian. 

e. Meningkatkan pemahaman tentang Dampak Pengetahuan 

Perpajakan, Pandangan terhadap Sanksi Pajak, dan Standar 

Layanan Pajak pada Kepatuhan Para Wajib Pajak (Studi 

kasus di sektor pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten 

Temanggung). 

2. Bagi Pembaca dan Akademis 

a. Menyediakan referensi tambahan bagi mahasiswa Politeknik 

YKPN tentang bagaimana Pemahaman Perpajakan, Sanksi 

Pajak, dan Kualitas layanan Pajak memengaruhi tingkat 

Ketaatan Wajib Pajak. 

b. Menambah referensi buku yang terdapat di perpustakaan, 

dengan semakin banyaknya referensi yang tersedia diharapkan 

dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi 

pengerjaan Laporan Tugas Akhir. 

3. Bagi Praktisi 

a. Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan informasi terkait 

bagaimana Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta 

Kualitas Pelayanan Pajak berperan dalam memengaruhi tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor hotel dan restoran. 

b. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya 

BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam menentukan sejauh 
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mana pemahaman tentang pajak, keberhasilan sanksi, dan 

kualitas pelayanan telah memberikan sumbangan terhadap 

tingkat kepatuhan pajak dari pengusaha hotel dan restoran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

A. 1. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. 1). a). Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak terjadi saat seorang wajib pajak memenuhi 

semua tanggung jawab dan menjalankan hak – hak yang berkaitan 

dengan perpajakan (Agun et. al., 2022). Menurut Ristani et. al. 

(2022) Ketaatan pajak menunjukkan sejauh mana wajib pajak 

mampu menjalankan tanggung jawab perpajakannya dengan benar 

dan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Andreansyah & 

Trilogi (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi terpenuhinya 

kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh warga negara 

dalam mengatur dan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara 

yang diharapkan dapat terpenuhi niatnya. Berdasarkan definisi 

yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 

kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi 

semua kewajibannya serta menggunakan hak-haknya dalam pajak 

sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai wujud sumbangan 

terhadap pembangunan negara. 

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan memegang 

peranan penting. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut 

berpotensi memicu terjadinya penggelapan pajak yang berdampak 

pada penurunan penerimaan pajak negara dan pengenaan sanksi 

perpajakan kepada wajib pajak. Bisa dikatakan bahwa kepatuhan 

pajak adalah situasi di mana para pembayar pajak melaksanakan 

dan menyampaikan laporan pajaknya sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan (Adawiyah et. al., 2023). Dengan meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak, pemerintah berpeluang untuk menghimpun 

penerimaan pajak yang lebih optimal agar mendorong peningkatan 

rasio pajak di Indonesia. 
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1. 1). b). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kodung (2020) dimensi kepatuhan wajib pajak 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) selalu tepat 

waktu dalam dua tahun terakhir. 

2. Pelaporan SPT masa PPh dan PPN selalu tepat waktu 

dalam satu tahun terakhir, dengan toleransi maksimal tiga 

kali keterlambatan tidak berturut-turut dan tidak melebihi 

batas akhir penyampaian SPT masa berikutnya. 

3. Tidak ada utang pajak yang belum dibayar, kecuali ada izin 

mengangsur dan tidak ada SPT dalam dua tahun terakhir. 

4. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tidak 

ditemukan adanya catatan mengenai sanksi denda atas 

pelanggaran pidana di bidang perpajakan.   

5. Penilaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan 

oleh wajib pajak menunjukkan opini yang baik tanpa ada 

catatan atau baik dengan catatan. 

a. 1). c). Aspek Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut Sani & Sulfan (2022) aspek kepatuhan pajak dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material. Kepatuhan formal muncul ketika seorang wajib pajak 

menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditentukan. Di sisi lain, kepatuhan material 

menggambarkan situasi di mana wajib pajak tidak hanya 

memenuhi kepatuhan formal tetapi juga memenuhi aspek 

material dari kewajiban perpajakannya. Menurut Sidauruk et. 

al. (2024) kepatuhan perpajakan memiliki dua bentuk utama, 

yaitu formal dan material. Formal berkaitan dengan 

pemenuhan kewajiban administrasi seperti pendaftaran, 

pelaporan tepat waktu, dan penyampaian dokumen sesuai 

ketentuan yang menjamin kelancaran administrasi perpajakan. 

Sementara itu, material berfokus pada pemenuhan kewajiban 
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substantif, yaitu pelaporan penghasilan yang akurat, 

penghitungan pajak yang benar, dan ketepatan penyajian 

kondisi keuangan. Kedua aspek ini saling melengkapi dan 

sangat penting bagi sistem perpajakan yang berintegritas dan 

efisien. 

a. 1). d). Teori – teori yang Mendasari Kepatuhan Wajib Pajak 

Teori yang mendasari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

  Menurut Adzen dalam Bangun et. al. (2022) Theory of 

Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa manusia merupakan 

individu yang berfikir secara logis dan memanfaatkan informasi 

yang tersedia secara terstruktur. Sebelum bertindak, seseorang 

akan mempertimbangkan akibat atau tujuan dari tindakannya 

sebelum memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Niat 

merupakan hasil dari tiga faktor utama, yaitu pandangan pribadi, 

pengaruh sosial, dan kontrol yang dirasakan. 

  Dalam teori ini, perilaku dipengaruhi oleh kombinasi antara 

niat perilaku, sikap, dan norma subjektif. Niat merupakan 

penentu utama apakah seseorang akan melakukan suatu 

tindakan atau tidak, dan maksud terpengaruh oleh pandangan 

dan norma pribadi. Pandangan mengenai ketaatan pajak 

dibentuk dari keyakinan wajib pajak terhadap undang-undang 

keuangan. Keyakinan tersebut bisa memunculkan sikap positif 

maupun negatif terhadap kepatuhan, yang pada akhirnya 

memengaruhi niat wajib pajak untuk menaati atau melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan (Bangun et. al., 2022). 

2. Teori Deterrence (Deterrence Theory) 

 Teori deterrence merupakan salah satu pendekatan yang 

sering dimanfaatkan untuk memahami perilaku kepatuhan 

individu terhadap peraturan, termasuk dalam konteks 

perpajakan. Secara prinsip, teori ini memandang kepatuhan 
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sebagai konsekuensi dari adanya ancaman hukuman atau sanksi 

yang mungkin dijatuhkan apabila seseorang melanggar aturan. 

Dalam hal ini, tingkat keparahan serta kemungkinan 

dijatuhkannya sanksi menjadi faktor utama yang memengaruhi 

keputusan individu untuk menaati norma sosial maupun hukum 

(Suryani, 2020). 

 Teori deterrence menekankan bahwa tingkat kepatuhan 

sangat dipengaruhi oleh seberapa berat, pasti, dan cepatnya 

sanksi dijatuhkan. Intensitas mengacu pada besarnya hukuman, 

kepastian berkaitan dengan keyakinan bahwa pelanggar pasti 

akan menerima sanksi, dan kecepatan merujuk pada waktu 

antara pelanggaran dan pemberian sanksi (Kurniasari & 

Suprasto, 2021). Apabila ketiga elemen ini dapat diterapkan 

secara konsisten, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran 

akan berkurang secara signifikan menurut teori deterrence. 

Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai alat utama untuk 

mencegah pelanggaran, yang sekaligus menegaskan inti dari 

teori deterrence, yaitu efek jera sebagai pendorong utama 

kepatuhan. 

 Definisi teori deterrence juga erat kaitannya dengan 

pandangan bahwa individu bertindak secara rasional, 

mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan. 

Dalam konteks ini, teori deterrence berasumsi bahwa individu 

akan menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan 

kerugian akibat adanya sanksi (Taolin, 2023). Rasionalitas ini 

menjadi dasar bagi teori deterrence dalam menjelaskan motivasi 

kepatuhan yang lebih didorong oleh faktor eksternal berupa 

sanksi, bukan oleh kesadaran internal. Hubungan antara sanksi, 

efek jera, dan perilaku rasional inilah yang membedakan teori 

deterrence dari teori-teori kepatuhan lainnya. 

 Definisi ini menegaskan bahwa kepatuhan didasarkan pada 

pertimbangan untung-rugi yang dihadapi seseorang ketika 
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memutuskan untuk memenuhi atau mengabaikan kewajibannya 

(Yanto, 2023). Dengan demikian, teori deterrence 

menempatkan sanksi dan efek pencegahan sebagai fondasi 

utama dalam membentuk perilaku patuh terhadap berbagai 

peraturan. 

3. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) 

 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) pada 

dasarnya merupakan sebuah pendekatan teoritis yang 

memaparkan bagaimana hubungan sosial antara individu 

maupun kelompok terbentuk atas dasar prinsip saling memberi 

dan menerima. Dalam kerangka ini, setiap tindakan dalam 

interaksi sosial dipandang sebagai bentuk pertukaran nilai atau 

imbalan sosial yang diterima maupun diberikan oleh para pelaku 

interaksi (Jurnaldialektika, 2021). Teori ini berasumsi bahwa 

individu senantiasa menimbang potensi keuntungan dan 

kerugian yang mungkin timbul dari suatu relasi, sehingga 

keputusan yang diambil dalam hubungan sosial didasarkan 

pada pertimbangan rasional mengenai manfaat dan beban yang 

ada. Melalui pertimbangan rasional atas konsekuensi 

pertukaran, seseorang akan menilai apakah suatu hubungan 

layak untuk dipertahankan, diubah, atau bahkan diakhiri. 

Dengan demikian, makna Teori Pertukaran Sosial tidak hanya 

terbatas pada proses transaksi nilai atau imbalan, tetapi juga 

meliputi pembentukan norma dan ekspektasi yang menjadi 

fondasi terciptanya interaksi sosial yang stabil dan 

berkesinambungan (Jurnaldialektika, 2021). 

 Selanjutnya, pemahaman mengenai nilai imbalan dalam 

Teori Pertukaran Sosial menegaskan bahwa imbalan tersebut 

tidak hanya bersifat material, melainkan juga mencakup aspek 

psikologis dan sosial, seperti penghargaan, pengakuan, serta 

kepercayaan. Nilai-nilai ini menjadi faktor utama yang 

memotivasi individu untuk membangun dan mempertahankan 
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relasi sosial dalam berbagai situasi kehidupan (Unma, 2023). 

Dalam hal ini, pertimbangan terhadap balas jasa yang diterima 

selalu menjadi acuan utama dalam setiap pertukaran sosial, 

sehingga individu cenderung menghindari kondisi yang dapat 

menimbulkan kerugian lebih besar dari pada manfaat yang 

didapat. Prinsip keseimbangan antara balas jasa dan 

pengorbanan inilah yang membedakan interaksi sosial menurut 

teori ini dari konsep relasi sosial lainnya. 

 Dalam konteks keadilan pertukaran, teori ini juga menyoroti 

pentingnya ekspektasi timbal balik yang adil sebagai landasan 

stabilitas hubungan sosial. Ekspektasi tersebut tidak hanya 

berperan sebagai pedoman dan batasan dalam berinteraksi, 

tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang 

mengatur pola hubungan antar individu (Jraw, 2021). 

 Salah satu ciri khas dari Teori Pertukaran Sosial adalah 

penekanan pada aspek rasionalitas dalam pengambilan 

keputusan sosial, yang didasarkan pada evaluasi logis terhadap 

berbagai bentuk pertukaran yang terjadi. Rasionalitas di sini 

tidak hanya sebatas perhitungan untung-rugi secara matematis, 

tetapi juga melibatkan pertimbangan moral, etika, serta nilai-

nilai budaya yang berkembang di masyarakat (Undiksha, 2022). 

Pada akhirnya, proses pertukaran sosial menurut teori ini selalu 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti norma sosial dan 

lingkungan sosial tempat interaksi berlangsung. Oleh sebab itu, 

hubungan sosial yang terjalin tidak dapat dipisahkan dari konteks 

sosial- budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, 

penjelasan mengenai Teori Pertukaran Sosial selalu 

menempatkan pertukaran nilai, keadilan, dan motif rasional 

sebagai inti dalam memahami proses interaksi sosial yang 

dinamis dan saling memengaruhi antara individu maupun 

kelompok dalam masyarakat (Undiksha, 2022). 
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A. 2 Pengetahuan Perpajakan 

A. 2. 1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan yaitu informasi yang diperoleh individu 

melalui pengalaman atau pengamatan indra (Suharti & 

Hidayatullah, 2022). Menurut Agun et. al. (2022) Informasi 

mengenai perpajakan berperan sebagai panduan bagi wajib 

pajak dalam mengambil tindakan, menetapkan keputusan, 

serta merumuskan strategi yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Proses ini melibatkan dan 

menerapkan informasi tersebut untuk membayar pajak yang 

diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. 

Pengetahuan mengenai perpajakan dapat dimaknai 

sebagai tingkat pemahaman individu terhadap seluruh aspek 

yang berkaitan dengan aturan, ketentuan, serta kewajiban 

dalam bidang perpajakan. Pengetahuan ini didapatkan melalui 

sistem pendidikan resmi, pelatihan, atau pengalaman langsung 

dalam kegiatan perpajakan (Putra & Sujana, 2021). 

Pengetahuan tersebut berperan sebagai landasan utama bagi 

wajib pajak dalam memahami hak serta kewajiban mereka, 

sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan 

secara tepat serta sesuai peraturan yang berlaku. Tidak hanya 

sebatas mengenal jenis-jenis pajak, pengetahuan perpajakan 

juga mencakup pemahaman tentang prosedur pengisian, 

pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai  ketentuan 

administrasi yang ditetapkan pemerintah. Tingkat pengetahuan 

yang memadai diharapkan dapat mendorong peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab 

perpajakannya. 

Pemahaman perpajakan berakar dalam penguasaan 

konsep dasar pajak dan kemampuan dalam menerapkan 
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peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas perpajakan 

(Gunawan et al., 2022). Pengetahuan ini meliputi pemahaman 

tentang sistem pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, 

serta berbagai mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan. Keterpaduan antara aspek teoritis dan 

penerapan praktis dari konsep perpajakan menjadi sangat 

penting agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat berjalan 

secara optimal. 

Selain itu, tingkat pengetahuan perpajakan juga 

dipengaruhi oleh kualitas sumber informasi serta kemudahan 

akses terhadap literatur dan regulasi perpajakan yang valid 

(Jaeng & Yadnyana, 2024). Sumber informasi yang terpercaya 

sangat penting dalam membentuk pemahaman yang 

menyeluruh mengenai aspek peraturan perpajakan. Sebagai 

contoh, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, 

serta panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sebaiknya dijadikan referensi utama untuk memahami 

perkembangan kebijakan perpajakan. 

Dalam perspektif sosial dan budaya, pengetahuan 

perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi 

dan aturan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kesadaran 

akan peran pajak dalam pembangunan nasional (Putri, 2024). 

Individu maupun pelaku usaha yang memiliki pengetahuan 

perpajakan yang cukup umumnya menunjukkan tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi karena memahami pentingnya 

pajak sebagai instrumen utama dalam mendukung pembiayaan 

program-program pemerintah. Kesadaran ini memperkuat 

hubungan antara tingkat pemahaman dan pandangan wajib 

pajak mengenai peran pajak dalam kehidupan sosial. Oleh 

sebab itu, pengetahuan perpajakan perlu dikembangkan 

tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi nilai dan 

kontribusinya terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. 
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Secara keseluruhan, penjelasan di atas menegaskan bahwa 

pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan 

cara memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahmadana, 

2021). Dengan memahami dan menguasai regulasi, prosedur 

pelaporan, serta kesadaran akan fungsi sosial pajak, 

diharapkan dapat tercipta perilaku patuh yang berkelanjutan di 

kalangan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang kuat akan 

mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang lebih 

transparan, adil, dan partisipasi demi menunjang tujuan 

pembangunan nasional. 

A. 2. 2. Dimensi Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Yuwono et al., (2021) dimensi pengetahuan 

perpajakan yaitu sebagai berikut: 

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan yang sedang 

berlaku, termasuk perubahan-perubahan peraturan yang 

dapat terjadi dari waktu ke waktu, sehingga mampu 

menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi 

menimbulkan sanksi. 

2. Aspek pemahaman proses administrasi perpajakan, seperti 

tata cara pelaporan dan pembayaran, merupakan dimensi 

vital untuk memastikan kepatuhan pajak berjalan dengan 

baik. 

3. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban perpajakan 

perlu ditekankan agar setiap pelaku usaha dapat 

melindungi kepentingannya dan meminimalkan risiko 

sengketa dengan otoritas pajak. 

A. 3. Persepsi Sanksi Pajak 

1. Pengertian Sanksi Pajak 

  Secara umum, denda pajak diartikan sebagai jenis 

konsekuensi yang dijatuhkan kepada wajib pajak apabila mereka 

tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang 
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berlaku. Sanksi tersebut berperan sebagai instrumen untuk 

menegakkan disiplin serta meningkatkan kepatuhan dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan (Putri, 2024). Pemberian sanksi 

atas pelanggaran pajak tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, 

tetapi juga memiliki fungsi pencegahan agar setiap wajib pajak tetap 

bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. 

  Menurut Gunawan dan kolega (2022), sanksi pajak meliputi 

sanksi administratif, denda, dan pidana, yang masing-masing 

memiliki ketentuan dan batasan tersendiri tergantung pada macam 

pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Setiap jenis sanksi 

diterapkan dengan tujuan memberikan efek jera yang sepadan serta 

meningkatkan kesadaran wajib pajak agar tidak mengulangi 

pelanggaran yang sama. 

  Selain itu, pengertian sanksi pajak juga diperkuat oleh 

pendapat Sari dan kolega (2021), yang menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan diatur secara ketat dalam regulasi untuk mencegah 

perilaku wajib pajak yang menyimpang dari norma perpajakan. 

Upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang ini sangat 

penting karena dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan berdampak 

pada penerimaan negara. 

  Pengertian sanksi pajak juga dipertegas oleh Paramitha 

(2023), yang menyatakan mengenai hukuman denda memiliki fungsi 

dalam memperkuat ketaatan para wajib pajak melalui penegakan 

hukum yang konsisten dan adil. Sanksi sebagai konsekuensi atas 

pelanggaran peraturan perpajakan harus dipahami tidak hanya dari 

sisi kepatuhan formal, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran kolektif 

masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang sehat dan 

berkelanjutan. Kombinasi antara efek jera, kepastian hukum, dan 

pembentukan perilaku wajib pajak menjadi faktor utama dalam 

mendefinisikan peran sanksi pajak dalam sistem perpajakan 

nasional. Dengan demikian, sanksi pajak pada dasarnya merupakan 

seperangkat mekanisme hukum yang dirancang untuk menegakkan 
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ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di 

Indonesia. 

2. Jenis-jenis Sanksi Pajak 

  Sanksi pajak umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, 

yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif 

mencakup denda, bunga, dan peningkatan pajak yang merupakan 

akibat langsung dari kelalaian atau kesalahan administratif dari 

wajib pajak dalam hal pelaporan atau pembayaran pajak. Misalnya, 

denda sering dikenakan atas keterlambatan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) ataupun pembayaran pajak terutang, 

sedangkan bunga biasanya terkait dengan keterlambatan 

pembayaran kewajiban pajak sehingga mengakibatkan kerugian pada 

negara (Fajaria & Nawawi, 2022). 

  Selain sanksi administratif, ada juga sanksi pidana yang 

diterapkan jika ada unsur niat jahat dalam pelanggaran terhadap 

peraturan perpajakan. Jenis sanksi pidana bisa berupa hukuman 

penjara dan/atau denda yang besarnya lebih besar dibandingkan 

dengan sanksi administratif, tergantung pada seberapa serius 

pelanggaran yang terjadi. Ketentuan mengenai sanksi pidana 

biasanya diaplikasikan bagi kasus-kasus penggelapan pajak, 

pemalsuan dokumen perpajakan, ataupun tindakan manipulasi 

laporan keuangan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran 

pajak yang sebenarnya terutang. Otoritas perpajakan, dalam hal ini, 

memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan besaran sanksi 

sesuai dengan bentuk pelanggaran dan tingkat keseriusan dari 

tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Rorimpandey, 2022). 

A. 4. Kualitas Pelayanan Pajak 

A. 4. 1. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak 

  Kualitas pelayanan pajak ialah tingkat pencapaian 

antara ekspektasi wajib pajak dengan realitas layanan yang 

diterima saat berurusan dengan administrasi perpajakan. 

Kualitas tersebut tercermin melalui sejumlah aspek, seperti 
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kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan akses, serta 

kompetensi petugas dalam memberikan informasi maupun 

solusi yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Sugo et al., 2024). 

 Dalam praktiknya, mutu pelayanan pajak sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan aparatur perpajakan dalam 

memahami kebutuhan wajib pajak dan 

mengimplementasikannya dalam bentuk layanan yang 

profesional serta responsif. Penilaian terhadap kualitas 

pelayanan tidak hanya mengacu pada hasil akhir, melainkan 

juga pada proses interaksi yang terjadi antara petugas dan 

pembayar pajak, termasuk cara petugas dalam menangani 

keluhan atau pertanyaan secara komunikatif dan solutif. 

Dengan demikian, kualitas pelayanan pajak bisa diukur dari 

sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi 

standar serta harapan wajib pajak, mulai proses pendaftaran, 

pelaporan, pembayaran, sampai penyelesaian permasalahan 

perpajakan. Pelayanan pajak yang berkualitas tinggi akan 

menumbuhkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, yang 

pada akhirnya berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan 

mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab 

itu, mutu layanan pajak menjadi dasar penting untuk  

membangun hubungan yang harmonis antara otoritas 

perpajakan dan para wajib pajak melalui penyajian layanan 

terbaik yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan 

keterbukaan (Jaeng & Yadnyana, 2024). 

A. 4. 2. Dimensi Kualitas Pelayanan Pajak 

Menurut Hendradewi et al., (2024) dimensi Kualitas 

Pelayanan Pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Keandalan (reliability) dalam pelayanan pajak mengacu 

pada sejauh mana petugas pajak mampu 

menyelenggarakan layanan secara konsisten, akurat, dan 

sesuai dengan standar maupun komitmen yang berlaku. 
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2. Daya tanggap (responsiveness) menitik beratkan pada 

kecepatan dan kesiapan aparatur pajak dalam merespons 

kebutuhan, pertanyaan, maupun keluhan wajib pajak 

secara efisien. 

3. Jaminan (assurance) berkaitan dengan rasa aman dan 

keahlian petugas dalam memberikan layanan, yang 

pada akhirnya meningkatkan kepercayaan wajib pajak 

terhadap sistem administrasi perpajakan. 

4. Bukti fisik (tangibles) dapat dilihat dari ketersediaan 

fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung 

kelancaran pelayanan, mulai dari informasi yang memadai 

hingga lingkungan pelayanan yang nyaman. 

B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Agun et. al. (2022) berjudul ketaatan 

wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, menunjukkan 

pemahaman mengenai pajak memiliki dampak positif pada kepatuhan 

individu dalam perpajakan. Sementara itu, hasil yang berbeda ditemukan 

dalam studi Suharti & Hidayatullah yang berjudul sosialisasi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, kinerja account represtative, dan kepatuhan wajib 

pajak individu, di mana pemahaman tentang pajak ternyata tidak 

memengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak individu. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti Tahun Metode Hasil Peneliti 

Agun et. al. 2022 Regresi linier 

berganda 

Membuktikan bahwa 

tingkat pengetahuan 

tentang perpajakan 

berkontribusi secara 

positif terhadap 

kepatuhan para wajib 

pajak. 
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Suharti & 

Hidayatullah 

2022 Regresi linier 

berganda 

Menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Permata & Zahroh 2022 Regresi linier 

berganda 

Menunjukkan bahwa 

sanksi pajak 

memberikan pengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Hapsari 2023 Regresi linier 

berganda 

Menunjukkan bahwa 

sanksi perpajakan 

tidak memberikan 

pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Yadnyana & Jaeng 2024 Partial Least 

Square (PLS) 

Menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan 

pajak terbukti 

berkontribusi secara 

positif terhadap 

tingkat kepatuhan para 

wajib pajak. 

Kusumawaty 2023 Regresi linier 

berganda 

Temuan dari studi 

menunjukkan bahwa 

kualitas layanan pajak 

tidak memiliki dampak 

pada kepatuhan dari 

para wajib pajak. 
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C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada 

kombinasi berbagai teori yang relevan untuk mengurangi dampak dari 

variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan 

Kualitas Pelayanan Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib 

Pajak). 

Secara konseptual, kerangka pemikiran ini  dijelaskan sebagai berikut: 

 

Sumber: Peneliti, 2025 

Penjelasan Kerangka Pemikiran: 

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

  Tingkat pemahaman seseorang tentang peraturan pajak 

memiliki dampak yang besar pada kepatuhan pajak. Berdasarkan 

Theory of Planned Behavior, individu yang menguasai pengetahuan 

yang baik cenderung dapat mengambil keputusan rasional 

dan menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka, pada 

akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak 

secara keseluruhan. Bukti empiris mendukung hal tersebut, 

sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Agun et al. (2022) yang 

mengidentifikasi adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan 

dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dengan 

perilaku kepatuhan. Di sisi lain, penelitian Suharti & Hidayatullah 

(2022) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu tidak ditemukan yang 

signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan para 

pembayar pajak. Dengan demikian,  hipotesis pertama (H1) dalam 

Kualitas 

Pelayanan Pajak 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 
Sanksi Pajak 

Pengetahuan 

Perpajakan 



24 

 

penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 

H1: Pengetahuan Perpajakan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan terhadap kewajiban sangat dipengaruhi oleh 

adanya sanksi dan efek jera yang ditimbulkannya. Teori Deference 

berpendapat bahwa individu akan mempertimbangkan untuk ruginnya 

sebelum memutuskan untuk patuh atau melanggar. Dengan demikian, 

sanksi merupakan unsur yang fundamental dalam membentuk perilaku 

patuh karena memberikan akibat yang negatif bagi pelanggarnya 

(Yanto, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Permata & Zahroh 

(2022) yang menjelaskan sanksi memberikan pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi 

kewajibannya. Disisi lain penelitian Hapsari (2023) menunjukkan 

temuan yang berbeda yakni, sanksi tidak memberikan pengaruh 

terdapat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, hipotesis dua (H2) dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan dijelaskan melalui Teori Pertukaran Sosial yang 

menekankan evaluasi rasional atas pertukaran, meliputi aspek material, 

non material dan sosial budaya. Dalam hal ini konteks kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui persepsi 

kewajaran dan manfaat nilai tukar (Udiksa, 2022). Hal ini di dukung 

oleh penelitian Yadnyana & Jaeng (2024) yang menyatakan kualitas 

pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kualitas pelayanan yang unggul memberikan persepsi positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain penelitian Kusumawaty 

(2023) menemukan hasil yang berbeda, yaitu kualitas pelayanan 

ternyata tidak berpengaruh terdapat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan 

yang kurang baik dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi 

tingkat kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam 
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penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Pengetahuan mengenai Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

H2: Sanksi Pajak memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

H3:  Kualitas Pelayanan Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak
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BAB III 

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam proses penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode ini dianggap relevan dengan tujuan 

penelitian yang berfokus pada pengujian hubungan sebab- akibat antara 

sejumlah variabel yang dapat diukur, seperti pengetahuan perpajakan, 

sanksi pajak, serta mutu pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak pada sektor restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Metode 

kuantitatif sendiri berakar pada paradigma positivisme, di mana proses 

pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan objektif. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif menitikberatkan 

pada pengumpulan data berupa angka yang kemudian dianalisis 

menggunakan teknik statistik guna menguji hipotesis yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sejalan dengan metode yang digunakan, penelitian ini mengadopsi 

pendekatan survei. Metode survei dipilih karena memberikan kesempatan 

bagi peneliti untuk mendapatkan data utama secara langsung dari responden 

yang relevan, yakni para wajib pajak yang terdaftar pada sektor restoran dan 

hotel di wilayah penelitian. Menurut Sanjaya (2015), survei merupakan 

metode yang digunakan untuk mengetahui opini, pandangan, maupun sikap 

masyarakat terhadap isu tertentu dengan memanfaatkan instrumen 

pengumpulan data seperti kuesioner atau angket. Melalui survei, data yang 

diperoleh dapat merepresentasikan kondisi aktual di lapangan dalam waktu 

yang relatif singkat dan dengan jumlah responden yang memadai. Oleh 

karena itu, penggunaan survei penelitian kuantitatif  berfungsi untuk 

memperoleh data relevan dan objektif, sehingga hasil analisis yang 

dihasilkan dapat memberikan temuan yang valid sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat. 

Adapun alasan utama pemilihan metode kuantitatif dengan 

pendekatan survei dalam penelitian ini adalah karena pendekatan tersebut 
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memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif dan 

sistematis terhadap hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, 

serta kualitas pelayanan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten 

Temanggung dengan minimal 100 responden. Kuesioner yang disebarkan 

dalam penelitian ini mencakup pertanyaan; (1) Pengetahuan Perpajakan, (2) 

Persepsi Sanksi Pajak, (3) Kualitas Layanan Perpajakan, (4) Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Tabel 3.1 

 

No Aspek Jumlah item 

1. Pengetahuan Perpajakan 4 

2. Persepsi Sanksi Pajak 4 

3. Kualitas Layanan Perpajakan 5 

4. Kepatuhan Wajib Pajak 3 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam konteks studi ini, lokasi penelitian spesifik diarahkan pada subjek 

pajak hotel dan restoran yang berada di Kabupaten Temanggung dan 

penelitian ini menetapkan periode pelaksanaan selama periode waktu 2024 

- 2025. Peneliti menetapkan Kabupaten Temanggung sebagai cakupan 

wilayah penelitian, dengan pertimbangan bahwa saat ini masih jarang 

ditemui kajian akademis yang berfokus secara eksklusif pada kepatuhan 

wajib pajak sektor hotel dan restoran di daerah tersebut. Investigasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak di sektor ini dianggap menjadi penting, mengingat 

berdasarkan hasil observasi awal peneliti, ditemukan indikasi adanya 

keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh beberapa pelaku usaha hotel 

dan restoran di wilayah setempat. Fenomena inilah yang menciptakan ruang 

diskusi ilmiah mengenai dinamika pelaksanaan kewajiban perpajakan di 

Kabupaten Temanggung, dan pada akhirnya, mendorong peneliti untuk 

memilih lokasi tersebut sebagai ranah penelitian. Dengan melibatkan objek 

pajak hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung, diharapkan penelitian 
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ini mampu memberikan gambaran empiris baru serta dapat menambah 

referensi literatur yang relevan pada bidang perpajakan daerah. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi kajian ini berarti semua objek dan subjek yang memiliki ciri-

ciri khusus yang berkaitan dengan isu yang diteliti (Creswell, 2012). 

Secara umum, populasi dapat diartikan sebagai kumpulan individu atau 

unit analisis yang berbagi satu atau lebih ciri yang sama, dan menjadi 

sumber utama dalam penarikan kesimpulan pada penelitian kuantitatif 

(Etikan & Bala, 2017). Dengan kata lain, populasi merupakan ruang 

lingkup di mana peneliti memperoleh data yang komprehensif terkait 

variabel yang akan dianalisis (Sekaran & Bougie, 2016). Menurut 

Sugiyono (2017), Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek 

maupun subjek yang memiliki ciri serta karakteristik khusus yang telah 

ditentukan oleh peneliti, sehingga bisa dijadikan sebagai area 

generalisasi untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Maka dari itu, 

penetapan populasi secara jelas sangat penting agar hasil penelitian 

dapat digeneralisasi secara tepat pada kelompok yang relevan. 

 Pada penelitian ini, seluruh populasi yang menjadi titik perhatian 

yaitu semua entitas usaha yang menjadi wajib pajak pada sektor 

restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Populasi tersebut 

mencakup seluruh unit usaha restoran dan hotel yang secara aktif 

terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan di bawah pengawasan 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Temanggung pada 

tahun 2024 - 2025. Jumlah populasi ditentukan berdasarkan data terbaru 

dari Bapenda Kabupaten Temanggung, di mana semua hotel dan 

restoran yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

aktif dan memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dijadikan 

sebagai populasi target penelitian. 

 Dengan demikian, Semua wajib pajak pada sektor hotel dan restoran 

yang telah terdaftar secara resmi dan masih aktif beroperasi di wilayah 

Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 – 2025 menjadi populasi 

dalam penelitian ini. Penetapan populasi yang spesifik dan relevan 
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sangat penting dalam penelitian kuantitatif agar hasil yang diperoleh 

dapat diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan objek penelitian 

(Creswell, 2012; Sekaran & Bougie, 2016). 

b. Sampel 

Sampel merupakan sekumpulan orang atau unsur yang diambil dari 

sebuah kelompok yang lebih luas dan dipilih menggunakan metode 

tertentu agar dapat mewakili populasi dalam penelitian (Sekaran & 

Bougie, 2016). Keakuratan dalam memilih sampel yang representatif 

sangatlah krusial supaya temuan penelitian bisa diterapkan atau 

digeneralisasi pada populasi yang lebih besar (Taherdoost, 2016). 

Dalam penelitian kuantitatif, validitas hasil sangat bergantung pada 

seberapa baik sampel mewakili populasi. Selain itu, pemilihan metode 

sampling yang sesuai juga sangat berpengaruh terhadap validitas 

eksternal penelitian (Etikan & Bala, 2017). 

Penelitian ini menerapkan metode (Simple Random Sampling), yaitu 

pemilihan sampel di mana setiap orang dalam populasi mempunyai 

peluang sama untuk terpilih menjadi sampel. Proses pemilihan 

dilakukan acak sehingga tidak ada unsur subjektivitas dalam penentuan 

anggota sampel (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016; Taherdoost, 2016). 

Berdasarkan pertimbangan statistik dalam penelitian kuantitatif, 

jumlah sampel ideal berkisar antara 10% hingga 15% dari total populasi 

apabila populasi berjumlah besar (Taherdoost, 2016). Kriteria yang 

ditetapkan yaitu wajib pajak hotel dan restoran yang memiliki NPWP 

aktif. Di Kabupaten Temanggung menurut data laporan wajib pajak, 

terdapat sekitar 2000 objek pajak hotel dan restoran yang aktif. Populasi 

dengan tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah 10%. 

Menurut Ayunani (2023) rumus yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel menggunakan rumus slovin, yang dirumuskan sebagai 

berikut: 
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     n =   
𝑁                   

                  1 + 𝑁 (𝑒)2 

 

Keterangan: 

n : banyaknya sampel  

N : total populasi  

e : nilai kesalahan (error) 

Perhitungan sampel: 

                                      n  =           
𝑁                                                         

                                                           1 + 𝑁 (𝑒)2 

 

                                                  =         
2.000           

                                                         1 + 2000 (0,1)2 

                                      
                                     = 95,2% 

 

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, didapatkan hasil sebesar 

95,2% untuk banyaknya sampel dan dibulatkan menjadi 100 sampel 

atau responden wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten 

Temanggung. 

Sampel yang dipilih merupakan pengelola/pemilik usaha hotel dan 

restoran yang menjadi wajib pajak daerah aktif di Kabupaten 

Temanggung. Data diperoleh melalui distribusi kuesioner secara daring 

(Google Form) kepada para responden yang telah diseleksi. Seleksi ini 

diharapkan dapat memberikan informasi empiris yang sah mengenai 

pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas 

layanan pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak di sektor restoran 

dan hotel yang ada di Kabupaten Temanggung. 

Pengambilan sampel secara acak ini mendukung validitas eksternal 

penelitian, agar temuan penelitian bisa diterapkan pada kelompok yang 

lebih besar (Sekaran & Bougie, 2016; Taherdoost, 2016). Penggunaan 

Simple Random Sampling juga sesuai dengan prinsip statistik dan 

memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anggota populasi untuk 
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berpartisipasi dalam penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjadi landasan utama bagi peneliti untuk dapat 

menyusun analisis yang akurat, valid, dan reliabel demi mencapai cakupan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data merupakan 

langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data empiris dengan 

tujuan menjelaskan, menguji maupun mengembangkan teori berdasarkan 

data yang telah dihimpun. Penelitian ini menggunakan data asli yang 

dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google 

Form, yang ditujukan kepada para pemilik pajak restoran dan hotel di 

Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data primer pada penelitian ini 

dilakukan melalui pengisian kuesioner online yang disebarkan 

menggunakan Google Form, yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan skala Likert guna memastikan tingkat pengukuran yang 

terstandar dan terukur. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan akan 

data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dan akurat 

mengenai pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Skala Likert dalam 

penelitian ini terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skala (1) 

hingga Sangat Setuju (SS) dengan skala (5). 

Tabel 3.2 

Skala Likert 5 Point 

No Jawaban Rentang Nilai Skor 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 1,00 - 1,80 1 

2. Tidak Setuju (TS) 1,81 – 2,60 2 

3. Rata-rata (RT) 2, 61 – 3,40 3 

4. Setuju (S) 3,41 – 4,20 4 

5. Sangat Setuju (SS) 4,21 - 5,00 5 
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E. Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3.3 

Operasinal Variabel 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Penelitian 

Skala 

Pengetahuan 

Perpajakan 

1. Memahami  

tentang fungsi 

pajak. 

2. Pengetahuan wajib 

pajak terhadap 

peraturan pajak. 

3. Memahami hak 

dan kewajiban 

wajib pajak. 

4. Mengetahui tarif 

pajak. 

(Kuntadi, C., et. al, 

2022) 

a. Pajak 

merupakan 

sumber 

penerimaan 

negara yang 

digunakan 

untuk 

membiayai 

pengeluaran 

pribadi. 

b. Pembayaran 

pajak hotel 

dan restoran 

harus 

dilakukan 

setiap bulan, 

paling 

lambat 30 

hari setelah 

berakhirnya 

masa pajak. 

c. Saya harus 

membayar 

pajak yang 

terutang 

sesuai dengan 

Likert 
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ketentuan 

pajak. 

d. Tarif pajak 

yang 

dibayarkan 

oleh wajib 

pajak hotel 

maupun 

restoran 

adalah 25%. 

Persepsi 

Sanksi Pajak 

1. Sanksi perlu 

diberikan kepada 

wajib pajak yang 

terlambat dalam 

melakukan 

pelaporan 

maupun 

pembayaran 

pajak. 

2. Level 

pelaksanaan 

sanksi.  

3. Pemberlakuan 

sanksi bertujuan 

untuk 

mendorong 

kepatuhan 

dalam 

membayar 

pajak.  

4. Penghapusan 

sanksi dapat 

a. Saya 

mengetahui 

bahwa 

keterlambatan 

pembayaran 

pajak 

dikenakan 

sanksi. 

b. Saya 

mengetahui 

bahwa sanksi 

administrasi 

yang 

dikenakan bagi 

pelanggar 

pembayaran 

pajak yaitu 

sebesar 2%. 

c. Saya 

mengetahui 

bahwa sanksi 

digunakan 

Likert 
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berkontribusi 

pada 

peningkatan 

kepatuhan wajib 

pajak.   

(Mulyati & Ismanto, 

2021) 

untuk 

meningkatkan 

kepatuhan 

pajak 

d. Saya 

mengetahui 

bahwa 

penghapusan 

sanksi 

meningkatkan 

kepatuhan 

wajib 

pajak. 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Tingkat 

kepercayaan 

2. Daya tanggap 

3. Kepastian layanan 

4. Kepedulian 

5. Fasilitas Fisik 

(Goal & Sarumaha, 

2022) 

a. Saya 

mengetahui 

bahwa 

pelayanan 

petugas pajak 

cepat dan 

efisien.  

b. Saya 

mengetahui 

bahwa petugas 

pajak 

memberikan 

informasi yang 

jelas dan 

mudah 

dipahami.  

c. Saya 

mengetahui 

bahwa petugas 

Likert 
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pajak bersikap 

ramah dan 

membantu 

dalam 

menjelaskan 

prosedur pajak.  

d. Saya 

mengetahui 

bahwa waktu 

tunggu untuk 

pelayanan di 

kantor pajak 

sesuai dengan 

yang 

diharapkan.  

e. Saya 

mengetahui 

bahwa petugas 

pajak selalu 

siap 

memberikan 

bantuan saat 

dibutuhkan. 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

1. Ketepatan 

waktu dalam 

menyampaikan 

laporan SPT. 

2. Pendapatan yang 

dilaporkan telah 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku. 

a. Saya selalu 

melapor 

pajak tepat 

waktu. 

b. Saya 

membayar 

pajak sesuai 

dengan 

penghasilan 

Likert 
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3. Pembayaran 

tagihan pajak 

(SPT/SKP) 

dilakukan 

sebelum tanggal 

jatuh tempo. 

(Kodung, 2020) 

yang 

diterima. 

c. Saya selalu 

melapor 

pajak 

sebelum 

jatuh tempo. 

 

F. Validitas dan Reabilitas Instrumensi 

Validitas alat ukur mengacu pada seberapa sah kuesioner berfungsi 

sebagai instrumen untuk menilai alat tersebut benar – benar mengukur apa 

yang seharusnya diukur  (Kerlinger, 1986; Arikunto,2002; Rakhmat, 

2005). Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) kesahihan atau Validitas 

menggambarkan seberapa baik suatu alat dapat mengukur sesuai yang 

seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan akurasi dalam 

penggunaan alat ukur. Dalam validasi kuesioner tentang Pengetahuan 

Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada Pajak Hotel dan 

Restoran di Kabupaten Temanggung), variabel yang dapat diuji misalnya: 

X (Variabel Independen): 

▪ Jenis Kelamin 

▪ Kecamatan 

▪ Penghasilan per bulan 

Y (Variabel Dependen): Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Sanksi 

Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(studi kasus pada Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Temanggung) 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat 

mengukur hal yang ingin diukur. Sebuah kuesioner dianggap valid 

jika setiap pernyataan yang terdapat di dalamnya dapat mencerminkan 

apa yang ingin diketahui (Ghozali, 2018). Penilaian validitas 
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dilaksanakan dengan cara menghubungkan setiap indikator dengan 

total skor indikator dari setiap variabel. Proses pengujian ini 

melibatkan perbandingan antara nilai koefisien Rhitung dan Rtabel. 

Apabila Rhitung lebih besar daripada Rtabel, maka indikator tersebut 

dianggap valid. Sebaliknya, jika Rhitung lebih kecil dari Rtabel, 

indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak layak digunakan. 

Dalam uji validitas menggunakan SPSS menurut Herliyansyah 

(2018) dapat menggunakan rumus teknik korelasi produk moment, 

yaitu: 

n ( ∑ X) – ( ∑ X ∑ Y ) 

r = 

√ ( 𝑛 ∑ x2– (∑𝑋)2) (∑𝑌2– (𝑛 ∑ 𝑌)2) 

 

Keterangan: 

r = Koefisien kolerasi 

N = Jumlah observasi (responden)  

X = Skor pertanyaan 

Y = Skor total. 

Menurut Sufren dan Natanael (2013) dalam Meiliani, et al. (2019) 

menyatakan bahwa apabila Nilai Koreksi Item-Total yang didapat dari 

Uji Validitas lebih besar dari 0,2, maka butir pertanyaan tersebut 

dianggap valid. Jika Nilai 63 Koreksi Item-Total Correction yang 

diperoleh lewat Uji Validitas lebih besar dari 0,2, artinya butir 

pertanyaan dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan guna memastikan apakah 

kuesioner yang dipakai dalam pengumpulan data variabel penelitian 

benar-benar dapat diandalkan. Ghozali (2018) menyatakan bahwa 

reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kuesioner 

dapat berfungsi sebagai indikator suatu variabel. Kuesioner 

dinyatakan reliabel atau bisa dipercaya jika setiap pernyataannya 
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menunjukkan konsistensi atau stabilitas dari waktu ke waktu. 

Penelitian akan dianggap reliabel jika setiap alat ukur tersebut selalu 

memberikan hasil sama setiap kali dilakukan pengukuran. Pengukuran 

dijalankan hanya satu kali dan hasilnya akan dibandingkan dengan 

pertanyaan yang tersedia. SPSS adalah perangkat yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas melalui analisis statistik. 

Selain menggunakan SPSS menurut Herliyansyah (2018), untuk 

menguji reliabilitas dari instrumen dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, yaitu: 

 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ) dan 𝜎 = ∑𝑥2

(∑𝑥)2

𝑛
 

                                                                                         n 

              

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎
2 

= jumlah varian butir 

𝑏 

𝜎
2 

= varian total 

𝑏 

n = jumlah responden 

x = nilai skor yang dipilih 

Menurut Ghozali (2018) Sebuah variabel dapat dikatakan 

reliabel apabila Croncbach Alpha hasil perhitungan memberikan 

nilai 70% atau 0,70. Dan jika nilai Alpha lebih kecil dari 

signifikasi 70% atau 0,70 maka kuesioner tidak reliabel. 

3. Asumsi Klasik 

Menurut Prahastuti (2011) uji asumsi klasik bertujuan untuk 

mendapatkan regresi yang baik dengan memenuhi syarat yang 

ditentukan seperti menjalani uji normalitas, terhindar dari 
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multikolineritas dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Normalitas data diuji guna memastikan bahwa pada model 

regresi, residual atau error term memiliki sebaran yang normal. 

Hal ini penting karena uji statistik t dan f mensyaratkan residual 

berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Penentuan normalitas 

dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (Asymptotic 

Significance); apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka data 

berdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 

0,05, maka dinyatakan tidak mengikuti distribusi normal. 

b. Uji  Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi tinggi antar variabel independen (X) dalam model 

regresi. Jika terjadi multikolinearitas, maka perhitungan koefisien 

regresi dapat menjadi tidak konsisten, sulit untuk dipahami, dan 

dapat memengaruhi akurasi model. Menurut Putra & Sujana 

(2021) model regresi dikatakan tidak mengalami 

multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 serta 

nilai tolerance lebih dari 0,1.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji untuk menilai heteroskedastisitas dilaksanakan guna 

memahami apakah dalam suatu model regresi terdapat 

perbedaan dalam variasi residual antara pengamatan. Ketika 

variasi residual antara pengamatan tetap konsisten, situasi ini 

dikenal sebagai homoskedastisitas, lalu jika variasinya berbeda-

beda bisa dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang 

diharapkan adalah model yang memenuhi syarat 

homoskedastisitas atau yang tidak menunjukkan keberadaan 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi yang 

didapatkan kurang dari 0,05, dapat disebut bahwa terdapat 

permasalahan dengan heteroskedastisitas. Namun, jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05, data dianggap tidak memiliki 
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masalah heteroskedastisitas (Putra & Sujana, 2021). 

Uji Heteroskadestisitas juga dapat diukur dengan 

menggunakan uji park. Uji park menyebutkan bahwa σ2 adalah 

fungsi variabel bebas dan dinyatakan sebagai berikut: 

σ2i = σXiβ 

Persamaan tersebut dilinierkan dalam bentuk logaritma 

sehingga diperoleh: Lnσ2i = a + βLnXi + Vi. Namun, karena 

nilai σ2i biasanya tidak diketahui, maka dapat dilakukan 

estimasi dengan memanfaatkan ut sebagai proyeksi. Dengan 

demikian, persamaannya menjadi: LnU2i = a + βLnXi + Vi. 

Jika koefisien pada parameter β dalam persamaan regresi 

menunjukkan signifikansi statistik, ini menandakan bahwa 

terdapat heteroskedastisitas dalam data model empiris yang 

telah diestimasi. Sebaliknya, jika β tidak memiliki sigifikansi 

secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas dalam model 

tidak dapat ditolak. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuat keputusan atas data sampel, 

apakah ada cukup bukti statistik mendukung hipotesis alternatif atau 

tidak.. Menurut Putra & Sujana (2021) Uji hipotesis dilakukan 

untuk mengevaluasi seberapa kuat pengaruh dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, jenis hipotesis 

yang diterapkan adalah hipotesis untuk uji regresi linear berganda, uji 

t (parsial), uji r², dan uji f (simultan). 

a. Uji Regresi linear berganda 

Analisis regresi ganda dipakai untuk memahami dampak dari tiga 

variabel atau lebih, yang mencakup satu variabel yang 

dipengaruhi dan dua atau lebih variabel yang mempengaruhi. 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2012: 275), analisis regresi 

ganda dilakukan oleh para peneliti saat mereka ingin meramalkan 

pergeseran pada variabel dependen (kriterium), terutama ketika 

ada dua atau lebih variabel independen yang bertindak sebagai 
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faktor penentu yang mengalami perubahan (naik atau turun). 

Dalam situasi ini, terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Untuk dapat mengetahui hal ini peneliti menggunakan 

rumus yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda 

(Herliyansyah, 2018) 

Y = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y : Variabel dependen 

a : Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien regresi 

X1X2X3               : variabel independen (pengetahuan perpajakan, 

sanksi pajak, dan kualitas layanan perpajakan) 

e                : Error (kesalahan) 

b. Uji t (Parsial) 

Uji t (Parsial) memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen (Putra & Sujana, 2021). Uji t digunakan untuk 

menilai pentingnya masing-masing variabel independen, dengan 

rumus seperti di bawah ini (Herliyansyah, 2018): 

t = 
𝑟√𝑛− 𝑛2 

         √1 − 𝑟2 

Keterangan: 

r = korelasi parsial yang ditemukan 

n = jumlah sampel 

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  

Hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Ho : b1 = 0, yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

pajak secara individu tidak memengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

b2 = 0, artinya variabel sanksi pajak secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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b3 = 0, artinya variabel kualitas layanan perpajakan secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Ha : b1 ≠ 0, artinya variabel pengetahuan perpajakan secara 

parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b2 ≠ 0, yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

b3 ≠ 0, yang berarti bahwa variabel kualitas layanan 

perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Uji t dipakai guna menentukan apakah variabel independen 

memiliki efek secara parsial (individu) mengenai variabel 

dependen, caranya membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

tabel pada tingkat signifikasi yaitu 0,05. Jika nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t tabel maka secara parsial mempengaruhi variabel 

independen dengan tingkat signifikasi 5%. Apabila nilai 

signifikasi < 0,05 dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 70 

independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya nilai signifikasi > 0,05 

tidak terjadi pengaruh yang signifikan. 

c. Uji R² 

Koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk mengukur sejauh 

mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 

yang bisa ditunjukkan melalui SPSS. Koefisien determinasi dapat 

ditemukan pada model Summary dan tertera sebagai R2. Jika nilai 

R2 rendah, variabel independen memiliki kemampuan yang 

sangat terbatas dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

Menurut Shandi (2011) koefisien determinasi (R2) yang besarnya 

antara 0 sampai dengan 1 atau 0 ≤ R2 ≤ 1. Jika R2 mendekati 1, 

maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen maka model dikatakan baik. 

Sedangkan jika nilai R2 mendekati 0, berarti variabel independen 
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tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka dari itu 

model yang digunakan dikatakan kurang baik. 

d. Uji F (Simultan) 

Uji F secara simultan berfungsi sebagai uji dan mengetahui bahwa 

hipotesis yang menjelaskan kondisi Pengetahuan Perpajakan, 

Sanksi Pajak, serta Kualitas Layanan Pajak berpengaruh 

signifikan ke kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak 

hotel atau tidak (Pertiwi & Nafsiah, 2023). Cara uji F yaitu 

membandingkan nilai F yang diperoleh melalui perhitungan 

menggunakan nilai F yang ada di tabel dengan tingkat signifikansi 

5%. Jika nilai F yang dihitung melebihi nilai F yang tertera di 

tabel, variabel independen secara bersamaan berpengaruh 

terhadap variabel yang terikat. Apakah nilai dari signifikasi < 

0,05 dapat dinyatakan variabel independen berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

Nilai F dirumuskan sebagai berikut (Herlyansyah, 2018): 

F  = 
𝑅2(𝑁 − 𝑚 − 1 

𝑚(1 − 𝑅2) 

 

Keterangan: 

R = koefisisen korelasi berganda  

N = jumlah sampel 

m = jumlah prediktor 

Kriteria untuk menguji hipotesis adalah : 

a. Ho : b1,b2,b3 = 0, yang menunjukkan bahwa semua variabel 

independen tidak memengaruhi variabel dependen. 

Ha : b1,b2,b3 ≠ 0, yang menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki pengaruhi terhadap variabel 

dependen. 

b. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 
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Bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini, dipaparkan hasil penelitian secara kuantitatif diperoleh 

lewat pengolahan data kuesioner yang sudah diisi oleh responden, yakni 

para wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Seluruh data 

yang digunakan telah melewati proses validasi serta diuji menggunakan 

perangkat lunak statistik SPSS, sehingga hasil yang disajikan memiliki 

dasar ilmiah yang kuat. Bab ini memuat analisis deskriptif mengenai profil 

responden beserta variabel-variabel penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan pengujian asumsi klasik guna memastikan data layak untuk 

dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, dipaparkan hasil analisis regresi guna 

mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi 

pajak, serta kualitas layanan pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Seluruh temuan dan pembahasan yang diuraikan dalam bab ini 

berfungsi untuk memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara 

variabel-variabel yang diteliti dengan tingkat kepatuhan para pengusaha 

restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. 

A.1. Analisis Data Deskriptif Responden 

Analisis deskriptif terhadap data responden merupakan tahapan 

awal yang esensial dalam penelitian kuantitatif, karena berfungsi 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik individu 

yang terlibat dalam penelitian. Dalam studi ini, analisis deskriptif 

digunakan untuk menguraikan secara ringkas profil para responden 

yang telah mengisi kuesioner.  

Penyusunan analisis ini didasarkan pada data demografi yang 

diperoleh dari 100 responden, mencakup jenis pajak yang dikelola, jenis 

kelamin, usia, kecamatan tempat usaha beroperasi, serta kisaran 

pendapatan bulanan. Penyajian data responden ini menjadi penting 

sebagai landasan awal untuk memahami pola distribusi dan representasi 

responden dalam penelitian, sehingga bisa memberi gambaran kondisi 
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sosial dan ekonomi wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten 

Temanggung yang menjadi objek kajian. Dengan menampilkan 

informasi demografis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

menunjukkan tingkat relevansi dan keterwakilan responden terhadap 

populasi yang lebih luas, serta menjadi pijakan dalam pembahasan hasil 

analisis berikutnya. 

A.1.1. Jenis Pajak Yang Dikelola 

Tabel 4.1 Jenis Pajak Yang Dikelola 

Kode Frekuensi Persen 

Kode 1 38 38% 

Kode 2 62 62% 

 

Pada bagian ini, fokus analisis diarahkan pada objek pajak yang 

menjadi sasaran penelitian, yakni pajak hotel dan pajak restoran, 

sebagaimana tercantum dalam hasil pengisian kuesioner. Kategori jenis 

pajak yang diidentifikasi dalam penelitian ini didasarkan pada "Kode 

Jenis Pajak" yang telah ditetapkan dalam instrumen survei. Berdasarkan 

data kuesioner, terdapat dua kode utama: Kode 1 untuk Pajak Hotel dan 

Kode 2 untuk Pajak Restoran. Pengelompokan ini digunakan untuk 

menganalisis distribusi responden berdasarkan jenis pajak yang mereka 

bayarkan atau kelola. 

Dari total 100 responden yang mengisi kuesioner, distribusi 

berdasarkan jenis pajak dapat dirinci sebagai berikut. Responden pada 

kategori Pajak Hotel (Kode 1) terdiri dari pemilik, pengelola, atau 

penanggung jawab hotel yang terdaftar sebagai objek pajak di 

Kabupaten Temanggung. Sementara itu, responden Pajak Restoran 

(Kode 2) meliputi individu yang memiliki, mengelola, atau 

bertanggung jawab atas restoran, rumah makan, maupun usaha jasa 

boga lain yang memenuhi kriteria objek pajak daerah setempat. 

Berdasarkan data mentah yang diperoleh, sebanyak 38 responden 

(38%) termasuk dalam kategori Pajak Hotel, sedangkan 62 responden 

(62%) lainnya berasal dari kategori Pajak Restoran. Komposisi ini 
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menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha di 

bidang restoran. Dengan demikian, data dan hasil analisis kemungkinan 

besar akan lebih banyak merefleksikan karakteristik dan perilaku wajib 

pajak restoran. Namun demikian, proporsi responden dari sektor hotel 

yang mencapai 38% tetap memberikan kontribusi yang cukup untuk 

memperoleh perbandingan antara kedua jenis pajak tersebut di wilayah 

penelitian. 

Penyebaran responden berdasarkan jenis pajak juga menunjukkan 

variasi yang cukup merata di berbagai kecamatan di Kabupaten 

Temanggung, seperti Kecamatan Temanggung, Kledung, Pringsurat, 

Kedu, Parakan, dan kecamatan lainnya. Pengambilan responden dari 

berbagai lokasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi data yang 

representatif dan meminimalkan kesenjangan geografis, sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisasi secara ilmiah untuk konteks Kabupaten 

Temanggung. 

Analisis numerik pada variabel "Kode Jenis Pajak" 

memperlihatkan bahwa jumlah responden pada kategori Pajak Hotel 

(Kode 1) lebih sedikit dibandingkan dengan Pajak Restoran (Kode 2). 

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa jumlah usaha restoran di 

Kabupaten Temanggung memang lebih banyak daripada hotel. Selain 

itu, ragam usaha restoran yang bervariasi, mulai dari warung kecil 

hingga rumah makan besar, menyebabkan jumlah wajib pajak restoran 

yang terlibat dalam penelitian menjadi lebih beragam. 

A.1.2. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Persen 

Laki-laki 52 52% 

Perempuan 48 48% 

 

Identifikasi karakteristik responden menurut jenis kelamin menjadi 

penting, mengingat dalam penelitian ini diterapkan pendekatan survei 

melalui penggunaan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada 
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pelaku usaha atau pihak yang secara langsung berkaitan dengan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan di sektor restoran dan hotel di 

Kabupaten Temanggung. Dengan mengetahui distribusi gender 

responden, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih objektif 

mengenai representasi data, sekaligus memastikan keberagaman dan 

validitas hasil yang diperoleh. 

Secara numerik, proporsi responden laki-laki sedikit lebih tinggi 

dibandingkan perempuan. Jika dinyatakan dalam persentase, laki-laki 

mencakup 52% dari total responden, sementara perempuan sebanyak 

48%. Fakta ini mengindikasikan bahwa proporsi partisipasi antara laki-

laki dan perempuan pada penelitian ini relatif setara, sehingga analisis 

lanjutan dapat merefleksikan kondisi nyata di lapangan, dengan tetap 

memperhatikan kemungkinan adanya penyimpangan data akibat 

distribusi gender. 

Pada umumnya, karakteristik partisipan berdasarkan gender dalam 

penelitian ini menunjukkan variasi yang cukup dan hampir seimbang 

dalam komposisinya. Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden 

memang laki-laki, namun selisih persentasenya dengan perempuan 

relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi 

antara pria dan wanita, baik sebagai pengelola, pemilik, maupun pihak 

yang terlibat langsung dalam pemenuhan kewajiban pajak di sektor 

restoran dan hotel Kabupaten Temanggung, terdistribusi secara merata. 
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A.1.3. Usia 

Tabel 4.3 Usia 

Usia Frekuensi Persen 

23 4 4% 

24 3 3% 

25 3 3 

26 1 1% 

28 1 1% 

30 1 1% 

32 1 1% 

34 1 1% 

35 6 6% 

36 1 1% 

37 4 4% 

38 4 4% 

39 1 1% 

40 5 5% 

42 3 3% 

43 5 5% 

44 1 1% 

45 20 20% 

47 13 13% 

48 14 14% 

49 2 2% 

50 5 5% 

57 1 1% 

 

Dari segi usia, rentang umur responden yang tercatat dalam 

kuesioner bervariasi antara 23 hingga 57 tahun. Usia termuda 

responden baik dari kategori hotel maupun restoran adalah 23 tahun, 

sedangkan usia tertua mencapai 57 tahun. Distribusi usia ini relatif 

merata pada kedua kategori pajak, meskipun data menunjukkan bahwa 
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responden Pajak Hotel umumnya berada pada rentang usia dewasa 

muda hingga pertengahan (23–48 tahun), sedangkan responden Pajak 

Restoran juga mencakup kelompok usia yang lebih senior. Variasi usia 

ini dapat mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap regulasi perpajakan 

dan pemanfaatan layanan pajak berbasis digital. 

A.1.4. Kecamatan 

Tabel 4.4 Kecamatan Responden 

Kecamatan Frekuensi Persen 

Temanggung 32 32% 

Kledung 13 13% 

Pringsurat 10 10% 

Kedu 7 7% 

Parakan 6 6% 

Kaloran 5 5% 

Ngadirejo 4 4% 

Candiroto 2 2% 

Bulu 2 2% 

Kandangan 2 2% 

Tlogomulyo 3 3% 

Jumo 1 1% 

Bejen 1 1% 

Bansari 1 1% 

Tretep 1 1% 

Kranggan 1 1% 

 

Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan, responden 

penelitian tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten 

Temanggung. Adapun distribusi persebaran responden berdasarkan 

kecamatan dapat memberikan gambaran mengenai representasi wilayah 

penelitian, yang juga menjadi faktor penting dalam menilai 

keterwakilan data terhadap populasi wajib pajak restoran dan hotel di 

Kabupaten Temanggung. 



51 

 

Terdapat beragam kecamatan para responden, kecamatan tersebut 

meliputi Temanggung, Pringsurat, Kedu, Kledung, Ngadirejo, Bulu, 

Parakan, Candiroto, Kaloran, Kandangan, Tretep, Jumo, Kranggan, 

Bansari, Tlogomulyo, Bejen, dan beberapa kecamatan lainnya. 

Distribusi ini menandakan bahwa sampel penelitian telah menyentuh 

berbagai titik wilayah di Kabupaten Temanggung, sehingga 

meminimalisir penyimpangan data lokasi dan meningkatkan reliabilitas 

atas hasil generalisasi penelitian kepada populasi objek yang lebih luas. 

Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa Kecamatan Temanggung 

menjadi wilayah dengan jumlah responden terbanyak yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Tercatat, responden yang berasal 

dari Kecamatan Temanggung mendominasi dengan jumlah terbanyak 

dibandingkan kecamatan lain. Fenomena ini secara empiris dapat 

dijelaskan karena Kecamatan Temanggung merupakan pusat 

administrasi dan ekonomi di Kabupaten Temanggung, sehingga tidak 

mengherankan apabila restoran dan hotel yang terdata serta pelaku 

usaha yang menjadi objek kepatuhan pajak sebagian besar berada dan 

beroperasi di wilayah ini. Tingginya jumlah responden dari Kecamatan 

Temanggung juga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang 

lebih kaya mengenai perilaku kepatuhan pajak di wilayah tersebut. 

Selanjutnya, kecamatan lain yang juga menunjukkan kontribusi 

yang cukup signifikan dalam jumlah responden adalah Kledung, 

Pringsurat, Parakan, dan Kedu. Kledung merupakan kecamatan yang 

dikenal sebagai daerah wisata dan memiliki beberapa hotel serta 

restoran di kawasan destinasi wisata pegunungan. Sementara Pringsurat 

dan Parakan juga termasuk dalam kecamatan strategis dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sehingga logis apabila 

responden dari sektor restoran dan hotel relatif cukup banyak 

ditemukan di wilayah ini. Kecamatan Kedu pun menambah 

keberagaman wilayah dalam persebaran data responden. 

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 

konsentrasi responden pada kecamatan yang memiliki aktivitas 
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ekonomi lebih kompleks dan jumlah restoran maupun hotel yang relatif 

lebih banyak, seperti Temanggung, Kledung, dan Pringsurat. Sementara 

itu, kecamatan dengan jumlah responden yang lebih sedikit cenderung 

merupakan daerah-daerah yang letak geografisnya relatif lebih jauh dari 

pusat kota atau memang belum terlalu berkembang sektor usaha 

restoran dan hotelnya. 

A.1.5. Pendapatan 

Tabel 4.5 Pendapatan 

Kategori Pendapatan Frekuensi Persentase 

< Rp1.000.000 25 31,25% 

Rp1.000.000 - Rp2.500.000 22 27,50% 

Rp2.500.000 - Rp5.000.000 15 18,75% 

> Rp5.000.000 18 22,50% 

 

Pendapatan merupakan salah satu variabel kunci yang didapatkan 

melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Berdasarkan 

hasil pengumpulan data, pendapatan para responden dibagi menjadi 

empat klasifikasi, yaitu: kurang dari Rp1.000.000, antara Rp1.000.000 

hingga Rp2.500.000, antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000, dan 

lebih dari Rp5.000.000 per bulan. Pengelompokan ini bertujuan untuk 

menangkap keragaman kondisi ekonomi responden, sehingga bisa 

memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai distribusi 

pendapatan bulanan mereka. 

Dari tabel yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa kelompok 

responden dengan pendapatan kurang dari Rp1.000.000 per bulan 

merupakan yang terbanyak, yakni 31,25% dari total responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaku usaha di sektor restoran dan hotel di 

Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh kelompok dengan 

pendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, responden dengan 

penghasilan di atas Rp5.000.000 menempati urutan kedua dengan 

persentase 22,5%, menandakan adanya variasi ekonomi yang cukup 

mencolok di antara para wajib pajak di sektor ini. 
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Kelompok yang memiliki penghasilan dari Rp1.000.000 sampai 

Rp2.500.000 serta dari Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 masing-

masing menyumbang 27,5% dan 18,75%. Data ini memperlihatkan 

bahwa sebagian besar responden berada pada kategori menengah ke 

bawah hingga menengah, sedangkan kelompok dengan pendapatan 

tertinggi dan terendah tidak memiliki perbedaan jumlah yang terlalu 

besar. 

Analisis lebih lanjut terhadap distribusi pendapatan ini 

mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha di sektor restoran dan 

hotel di Kabupaten Temanggung masih berada pada tingkat 

penghasilan rendah hingga menengah. Hal ini sejalan dengan 

karakteristik usaha skala kecil dan menengah yang banyak berkembang 

di wilayah tersebut. Dari total responden, terdapat 37 orang (46,25%) 

dengan pendapatan di atas Rp2.500.000, sedangkan sisanya, yaitu 43 

orang (53,75%), berpenghasilan di bawah Rp2.500.000. Kondisi ini 

memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur ekonomi wajib 

pajak di sektor yang diteliti, yang pada akhirnya dapat memengaruhi 

tingkat kepatuhan pajak. 

A.2. Uji Validitas 

A.2.1. Pengetahuan Perpajakan 

Tabel 4.6 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan Pajak Person Correlation Sig. 

PP1 0,801 0,000 

PP2 0,325 0,001 

PP3 0,806 0,000 

PP4 0,415 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pengetahuan perpajakan 

yang dianalisis, menggunakan korelasi Pearson antara masing-masing 

item (Pertanyaan 1, Pertanyaan 2, Pertanyaan 3, Pertanyaan 4) dengan 

total skor (Total Pengetahuan), diperoleh bahwa seluruh item 

menunjukkan nilai korelasi yang signifikan. Item Pertanyaan 1 



54 

 

memiliki nilai korelasi sebesar 0,801 dengan signifikansi 0,000; item 

Pertanyaan 2 sebesar 0,325 dengan signifikansi 0,001; item Pertanyaan 

3 sebesar 0,806 dengan signifikansi 0,000; dan item Pertanyaan 4 

sebesar 0,415 dengan signifikansi 0,000. Karena seluruh nilai 

signifikansi berada di bawah 0,05 dan nilai korelasi masing-masing 

item terhadap total skor berada di atas 0,3, maka seluruh item 

dinyatakan valid. Item dengan korelasi tertinggi adalah Pertanyaan 3, 

yang berarti paling representatif terhadap konstruk pengetahuan 

perpajakan, sedangkan item dengan korelasi terendah adalah 

Pertanyaan 2, meskipun demikian tetap memenuhi kriteria validitas. 

Dengan demikian, seluruh item pada instrumen pengetahuan 

perpajakan layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

A.2.2. Persepsi Sanksi Pajak 

Tabel 4.7 Uji Validitas Persepsi Sanksi Pajak 

Persepsi Sanksi Pajak Person Correlation Sig. 

PSP1 0,773 0,000 

PSP2 0,789 0,000 

PSP3 0,718 0,000 

PSP4 0,686 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen persepsi sanksi 

pajak yang dianalisis melalui korelasi Pearson antara masing-masing 

item pertanyaan (Sanksi 1, Sanksi 2, Sanksi 3, Sanksi 4) dengan total 

skor (Total Sanksi), didapat bahwa semua item menunjukkan adanya 

nilai korelasi yang penting pada tingkat signifikansi 0,01. Item 

pertanyaan sanksi 1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,773 terhadap total 

skor, pertanyaan sanksi 2 sebesar 0,789, pertanyaan sanksi 3 sebesar 

0,718, dan pertanyaan sanksi 4 sebesar 0,686. Nilai signifikansi untuk 

keempat item tersebut semuanya sebesar 0,000, menunjukkan bahwa 

hubungan antara masing-masing item dengan total skor sangat 

signifikan secara statistik. Selain itu, seluruh nilai korelasi berada di 

atas angka 0,3 yang merupakan batas minimal validitas berdasarkan 
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kriteria Guilford. Dengan demikian, seluruh item (pertanyaan sanksi 1 

- sanksi 4) dinyatakan valid dan layak digunakan dalam mengukur 

persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak. Item dengan korelasi 

tertinggi adalah pertanyaan sanksi 2, yang berarti paling mencerminkan 

konstruk persepsi sanksi pajak dalam instrumen ini. 

A.2.3. Kualitas Pelayanan Pajak 

Tabel 4.8 Uji Validitas Pelayanan Pajak 

Kualitas Pelayanan Person Correlation Sig. 

KP1 0,705 0,000 

KP2 0,807 0,000 

KP3 0,713 0,000 

KP4 0,753 0,000 

KP5 0,711 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap instrumen kualitas 

pelayanan pajak yang dianalisis menggunakan korelasi Pearson antara 

setiap item pernyataan (kualitas layanan 1, kualitas layanan 2, kualitas 

layanan 3, kualitas layanan 4, kualitas layanan 5) dengan jumlah total 

skor layanan, ditemukan bahwa setiap unsur menunjukkan nilai 

hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Item 

pertanyaan kualitas pelayanan 1 memiliki nilai korelasi sebesar 0,705, 

pertanyaan kualitas pelayanan 2 sebesar 0,807, pertanyaan kualitas 

pelayanan 3 sebesar 0,713, pertanyaan kualitas pelayanan 4 sebesar 

0,753, dan pertanyaan kualitas pelayanan 5 sebesar 0,711, dengan 

seluruh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena semua nilai korelasi 

melebihi angka 0,3 dan signifikan secara statistik, maka seluruh item 

pernyataan dinyatakan valid untuk mengukur konstruk kualitas 

pelayanan pajak. Item yang memiliki korelasi tertinggi terhadap total 

skor adalah pertanyaan kualitas pelayanan 2 (0,807), sehingga dapat 

dianggap sebagai item yang paling representatif terhadap persepsi 

responden mengenai kualitas pelayanan pajak. Dengan demikian, 

kelima item instrumen tersebut layak digunakan dalam penelitian untuk 
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menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. 

A.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak Person Correlation Sig. 

KWP1 0,833 0,000 

KWP2 0,721 0,000 

KWP3 0,795 0,000 

 

Menurut hasil analisis validitas terhadap alat ukur kepatuhan pajak 

yang telah diuji menggunakan korelasi Pearson antara masing-masing 

item pertanyaan (kepatuhan wajib pajak 1,2, dan 3) dengan total skor 

kepatuhan wajib pajak, diketahui bahwa semua item menunjukkan nilai 

korelasi yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Item pertanyaan 

pertama mengenai kepatuhan wajib pajak 1 menunjukkan nilai korelasi 

sebesar 0,833, sedangkan untuk pertanyaan kedua nilainya adalah 

0,721, dan pertanyaan ketiga sebesar 0,795, dengan nilai signifikansi 

masing-masing sebesar 0,000. Seluruh nilai korelasi berada di atas 0,3 

dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga item tersebut 

valid dalam mengukur konstruk kepatuhan wajib pajak. Item dengan 

korelasi tertinggi adalah pertanyaan kepatuhan wajib pajak 1 (0,833), 

yang berarti paling mencerminkan tingkat kepatuhan penyetor pajak 

yang dijelaskan dalam dokumen ini. Oleh karena itu, semua elemen 

pada variabel kepatuhan penyetor pajak dapat digunakan dalam 

penelitian dan dianggap terpercaya untuk mengukur variabel yang 

dimaksud. 
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A.3. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha 

Pengetahuan Pajak 0,611 

Persepsi Sanksi Pajak 0,721 

Kualitas Pelayanan Pajak 0,815 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,697 

 

A.3.1. Pengetahuan Perpajakan 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 

alat ukur yang memiliki empat pernyataan, didapatkan nilai 

Cronbach's Alpha sebesar 0,611. Angka ini menunjukkan bahwa 

instrumen pengukuran tersebut tergolong dalam kategori yang 

memadai atau marginal, yang berarti masih dapat diterima namun 

belum sepenuhnya memuaskan. Meskipun demikian, nilai tersebut 

sudah memenuhi batas minimal untuk keperluan penelitian 

eksploratif. 

A.3.2. Persepsi Sanksi Pajak 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen yang 

terdiri dari empat item pernyataan, nilai Cronbach's Alpha yang 

diperoleh adalah 0,721. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen 

berada dalam kategori reliabel atau cukup baik, karena telah 

melewati ambang batas minimal 0,70 yang umumnya digunakan 

sebagai standar untuk konsistensi internal dalam penelitian sosial. 

Dengan demikian, keempat item pernyataan dalam alat ukur itu 

dapat dianggap sesuai dengan menilai konstruk yang dimaksud, dan 

dapat digunakan untuk keperluan penelitian selanjutnya tanpa perlu 

revisi berarti. 

A.3.3. Kualitas Pelayanan Pajak 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen yang 

terdiri dari lima item pernyataan, diperoleh nilai Cronbach's Alpha 

sebesar 0,815. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki 
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tingkat reliabilitas yang baik, karena berada di atas ambang batas 

0,80. Hal ini mengindikasikan bahwa item-item dalam instrumen 

tersebut memiliki konsistensi internal yang tinggi dalam mengukur 

konstruk yang dimaksud. Dengan demikian, instrumen ini dapat 

diandalkan dan layak digunakan dalam penelitian tanpa memerlukan 

perbaikan tambahan terkait reliabilitasnya. 

A.3.4. Kepatuhan Wajib Pajak  

Berdasarkan hasil pengecekan keandalan pada alat yang 

terdiri dari tiga item pernyataan, didapatkan nilai Cronbach's Alpha 

sebesar 0,697. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen berada pada 

batas mendekati kategori reliabel karena hampir mencapai ambang 

batas minimal 0,70 yang umum digunakan dalam penelitian sosial. 

Meskipun sedikit di bawah standar, instrumen ini masih dapat 

diterima, terutama untuk penelitian awal atau eksploratif. 

A.4. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melaksanakan analisis regresi untuk mengevaluasi 

dampak pengetahuan tentang pajak, persepsi hukuman pajak, dan mutu 

pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, adalah 

sangat penting untuk memastikan bahwa data yang didapat dari 

kuesioner telah memenuhi ketentuan asumsi klasik dalam regresi linear 

berganda. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan 

guna menjamin validitas dan reliabilitas model, dengan memeriksa tiga 

aspek kunci, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas. Normalitas diuji untuk memastikan bahwa residual 

memiliki distribusi normal, sehingga estimasi yang dihasilkan tidak 

mengalami bias atau penyimpangan data. Selanjutnya, uji 

multikolinearitas gunanya untuk memastikan tidak adanya hubungan 

linear yang kuat antar variabel independen, karena adanya 

multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi menjadi tidak 

stabil. Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa 

apakah varian residual tetap konstan pada setiap nilai prediktor, 

sehingga interpretasi model regresi dapat dilakukan secara tepat. Oleh 
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karena itu, pengujian terhadap ketiga asumsi klasik ini merupakan 

tahapan awal yang sangat penting sebelum melanjutkan ke analisis 

lebih lanjut pada penelitian mengenai kepatuhan para pemilik restoran 

dan hotel di Kabupaten Temanggung. 

A.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah tahapan penting dalam 

serangkaian uji asumsi klasik pada penelitian yang berfokus pada 

angka. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi 

bahwa data sisa dari model regresi yang diterapkan memiliki sebaran 

yang normal. Normalitas sisa sangat krusial dalam analisis regresi 

linier, karena asumsi utama dari model regresi adalah bahwa error 

atau residual harus terdistribusi secara normal. Memenuhi asumsi ini 

sangat krusial agar estimasi parameter regresi yang dihasilkan 

bersifat linier, tidak menyimpang, dan efisien. Dengan demikian, 

seluruh inferensi statistik yang diperoleh dari model regresi akan 

valid apabila data residual telah memenuhi syarat normalitas. Jika 

asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi kurang akurat 

atau bahkan menyesatkan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas 

serta validitas penelitian. 

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil dari pengujian 

normalitas yang menggunakan data residual didapat dari kuesioner 

yang telah diisi para responden, baik dari pelaku usaha restoran 

maupun hotel yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Temanggung. 

Data kuesioner tersebut kemudian dianalisis menggunakan 

perangkat lunak statistik IBM SPSS versi terbaru, yang telah 

terbukti keandalannya dalam pengolahan data dan pengujian asumsi 

klasik. Proses analisis dilakukan dengan cara yang sistematis  

sehingga data yang diperoleh sah dan bisa digunakan sebagai acuan 

dalam membuat keputusan penelitian. 

Secara khusus, pemeriksaan normalitas untuk penelitian 

dilakukan memakai metode uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dalam penelitian kuantitatif yang berbasis kuesioner seperti ini, uji 
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Kolmogorov-Smirnov dipilih karena mampu menguji tingkat 

signifikansi (probabilitas) dari distribusi residual yang dihasilkan. 

Uji Kolmogorov-Smirnov yaitu metode statistik yang sering dipakai 

untuk mengevaluasi apakah data mengikuti pola distribusi normal. 

Metode ini membandingkan distribusi kumulatif yang diperoleh dari 

data dengan distribusi kumulatif normal yang seharusnya. Apabila 

perbedaan antara keduanya tidak signifikan, dapat disimpulkan 

bahwa data residual berdistribusi normal. 

Tabel 4.11 Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 5,17625174 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,080 

Positive 0,073 

Negative -0,080 

Test Statistic 0,080 

Asymp. Sig. (2-tailed) c 0,111 

Monte Carlo 

Sig. (2-tailed) 

d 

Sig. 0,111 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

0,103 

Upper 

Bound 

0,119 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo 

samples with starting seed 329836257. 

 

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan 
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nilai probabilitas residual (Kolmogorov-Smirnov) yaitu 0,111. Nilai 

ini lebih besar tingkat signifikansi yang ditetapkan, sebesar 0,050 

(0,111 > 0,050). Berdasarkan kriteria pada uji Kolmogorov-Smirnov, 

jika nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari 0,050, maka residual 

model regresi dianggap terdistribusi normal. Oleh karena itu, data 

sisa dalam studi ini telah sesuai dengan asumsi normalitas. Artinya, 

penyebaran error atau residual dalam model regresi tidak 

menyimpang signifikan dari distribusi normal. Hasil ini 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk 

mengevaluasi pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan 

kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak telah 

sesuai dengan asumsi dasar analisis regresi klasik terkait distribusi 

residual. 

A.4.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian asumsi klasik multikolinearitas merupakan 

langkah esensial dalam analisis regresi linier berganda, yang 

seringkali diaplikasikan pada penelitian kuantitatif, terutama ketika 

data dikumpulkan melalui kuesioner. Multikolinearitas merupakan 

kondisi ketika beberapa variabel independen dalam model regresi 

berkorelasi tinggi, sehingga menyulitkan proses estimasi parameter 

model secara tepat. Jika multikolinearitas terjadi, hasil analisis data 

bisa menjadi ketidaknetralan, dan keandalan maupun validitas 

temuan penelitian pun dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, 

pengujian multikolinearitas menjadi prosedur penting guna 

memastikan model regresi yang diterapkan memiliki validitas yang 

benar-benar valid dan estimasi koefisien regresinya tidak 

terpengaruh oleh adanya hubungan linear yang kuat antar variabel 

bebas. 

Salah satu cara sering dipakai untuk menemukan adanya 

multikolinearitas adalah dengan menghitung nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) pada setiap variabel independen. VIF merupakan 

indikator statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala 
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multikolinearitas dengan melihat seberapa besar peningkatan 

variansi koefisien regresi dampak dari adanya hubungan linier 

antara variabel independen dalam model. Pada dasarnya, semakin 

tinggi nilai VIF suatu variabel, semakin besar pula risiko terjadinya 

multikolinearitas variabel tersebut dengan variabel independen 

lainnya. Penggunaan nilai VIF dalam pengujian multikolinearitas 

menjadi populer karena interpretasinya yang jelas dan 

sensitivitasnya yang tinggi dalam mendeteksi masalah kolinearitas. 

Secara umum, literatur statistik menyarankan bahwa regresi 

dianggap bebas dari multikolinearitas jika seluruh nilai VIF variabel 

independennya berada di bawah angka 10. Batas ini telah diterima 

secara luas dalam penelitian kuantitatif dan analisis statistik terapan, 

sehingga dapat dijadikan pedoman utama sebelum melanjutkan ke 

tahap analisis berikutnya. 

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 (Pengetahuan Pajak) 0,996 1,004 

X2 (Persepsi Sanksi Pajak) 0,983 1,018 

X3 (Kualitas Layanan) 0,997 1,003 

Rentang Penghasilan 0,982 1,018 

a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak Kuesioner) 

   

Berdasarkan analisis data kuesioner yang dilakukan dengan 

SPSS, ditemukan nilai VIF untuk setiap variabel independen sebagai 

berikut: Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,004; Persepsi sanksi 

Pajak menunjukkan angka 1,018; Kualitas Pelayanan Pajak 

memiliki nilai 1,003; dan Penghasilan tercatat dengan nilai VIF 

1,018. Seluruh nilai VIF tersebut jauh di bawah ambang batas 10 
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yang direkomendasikan dalam literatur statistik, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara 

variabel-variabel independen dalam model penelitian ini. 

Temuan ini menunjukkan variabel-variabel independen yang 

digunakan dalam analisis regresi, yaitu Pemahaman Pajak, Persepsi 

Sanksi Pajak, dan Muyu Layanan, bersifat saling independen, atau 

dengan kata lain, tidak terdapat hubungan linear yang kuat yang 

dapat memengaruhi estimasi koefisien regresi terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Fakta bahwa perbedaan nilai VIF antar variabel sangat 

kecil dan semuanya jauh dari batas kritis semakin memperkuat 

bahwa model regresi yang diterapkan telah memenuhi salah satu 

syarat utama asumsi klasik regresi linier berganda, yakni terbebas 

dari multikolinearitas. 

Lebih jauh lagi, ketiadaan multikolinearitas dalam model 

regresi ini menandakan bahwa setiap variabel bebas secara nyata 

menyumbangkan bagian yang berbeda dalam menerangkan 

perbedaan yang terjadi pada variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib 

Pajak. Tidak adanya multikolinearitas juga memastikan bahwa hasil 

pengujian hipotesis yang akan dilakukan berikutnya menjadi lebih 

akurat, karena variabel-variabel independen tidak saling 

memengaruhi secara berlebihan. Dengan demikian, interpretasi 

terhadap pengaruh dan signifikansi masing-masing variabel bebas 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih dapat dipercaya, 

serta hasil regresi yang diperoleh bersifat stabil dan robust. 

A.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas berguna untuk 

mengetahui apakah ada variasi dalam residual pada setiap 

pengamatan dalam model regresi. Model ini dianggap baik jika tidak 

terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa 

varian residualnya tetap atau stabil (homoskedastis). 

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan metode regresi absolut residual (Abs_RES) terhadap variabel 
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independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi 

Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Kode Penghasilan. Hasil 

pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.13 Uji Heteroskedastsitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 3,193 1,605   1,989 0,050 

X1 

(Pengetahu

an Pajak) 

-0,285 0,158 -0,182 -1,806 0,074 

X2 

(Persepsian 

Sanksi 

Pajak) 

0,017 0,036 0,047 0,462 0,645 

X3 

(Kualitas 

Layanan) 

0,007 0,034 0,022 0,216 0,830 

Rentang 

Penghasila

n 

0,013 0,111 0,012 0,117 0,907 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

 

Salah satu cara yang diterapkan dalam uji ini adalah dengan 

melakukan regresi nilai absolut dari residual (Abs_RES) terhadap 

variabel independen yang dimasukkan dalam model, kemudian 

memperhatikan nilai signifikansi (Sig.) pada output regresi. 
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Berdasarkan hasil output tabel Coefficients, diketahui bahwa seluruh 

variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi 

terhadap Sanksi Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang 

Penghasilan, memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Masing-masing signifikansi bernilai 0,074 untuk variabel 

Pengetahuan Pajak, 0,645 untuk variabel Persepsi terhadap Sanksi 

Pajak, 0,830 untuk variabel Kualitas Layanan, dan 0,907 untuk 

variabel Rentang Penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai 

absolut residual (Abs_RES), dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Maka dari 

itu, model regresi sudah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu 

asumsi homoskedastisitas.  

A.5. Uji Hipotesis 

Setelah seluruh asumsi klasik telah dipenuhi, langkah 

berikutnya dalam proses analisis regresi merupakan suatu proses 

untuk menguji suatu hipotesis. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk memahami apakah variabel bebas yang diterapkan dalam 

penelitian memiliki dampak yang signifikan pada variabel terikat. 

Pengujian ini dilaksanakan melalui analisis regresi linier ganda 

menggunakan program SPSS. Dalam langkah ini, nilai signifikansi 

(Sig.) menjadi patokan untuk mengambil keputusan, di mana jika 

nilai Sig dibawah 0,05, maka variabel independen dinilai 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian 

hipotesis ini mencakup uji t (parsial), uji F (simultan), dan juga 

pengujian koefisien determinasi (R²) untuk menilai seberapa besar 

sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. 
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A.5.1. Uji t (Parsial) 

Tabel 4.14 Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 64,682 9,800   6,600 0,000 

X1 

(Pengetahuan 

Pajak) 

-4,647 0,963 -0,387 -4,825 0,000 

X2 (Persepsian 

Sanksi Pajak) 

-0,115 0,220 -0,042 -0,524 0,602 

X3 (Kualitas 

Layanan) 

-0,747 0,208 -0,288 -3,593 0,001 

Rentang 

Penghasilan 

-3,649 0,676 -0,436 -5,394 0,000 

a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak) 

 

Uji t dipakai guna memahami dampak setiap variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil analisis regresi 

menunjukkan hal berikut: 

1. Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 

0,05) dan nilai t sebesar -4,825, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman pajak, maka semakin 

rendah tingkat kepatuhan, kemungkinan menunjukkan adanya 

kesadaran kritis atau ketidaksesuaian dalam implementasi pajak.   

Nilai B sebesar -4,647 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu 
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unit dalam pengetahuan tentang pajak akan mengakibatkan 

pengurangan kepatuhan wajib pajak sebanyak 4,647 unit, dengan 

anggapan variabel lainnya tetap sama. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Agun et al. (2022) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan berkontribusi secara positif terhadap 

kepatuhan, serta tidak sejalan dengan Suharti dan Hidayatullah (2022) 

yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya kontradiksi dari sisi arah maupun signifikansi 

pengaruh dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. 

2. Persepsi mengenai Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai B sebesar -

0,115 tingkat signifikansi sebesar 0,602 (> 0,05) dan nilai t sebesar -

0,524, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berperan dalam 

Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi terhadap sanksi pajak dalam 

penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, yang sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2023), namun 

berbeda dengan temuan Permata dan Zahroh (2022) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari sanksi pajak terhadap 

kepatuhan. 

3. Kualitas Layanan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,001 (< 0,05) dan 

nilai t -3,593, menunjukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh 

negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat terjadi 

jika pelayanan yang dirasakan justru membuat wajib pajak merasa 

kurang nyaman atau terbebani. Nilai B tercatat sebesar -0,747 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,001, artinya terdapat pengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan pajak dalam 

penelitian ini justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak, hasil yang kontradiktif dengan penelitian Yadnyana dan Jaeng 

(2024) yang menemukan pengaruh positif, serta berbeda dengan 
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Kusumawaty (2023) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara 

kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak. 

4. Rentang Penghasilan memiliki nilai B sebesar -3,649 dan nilai 

signifikansi 0,000 (< 0,05) dan t -5,394, berarti variabel ini juga 

berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rentang penghasilan, 

kecenderungan kepatuhan wajib pajak justru menurun. 

A.5.3. Uji R2 

Tabel 4.15 Uji R2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .626a 0,392 0,366 7,748 

a. Predictors: (Constant), Rentang Penghasilan, X1 (Pengetahuan 

Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak) 

 

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan melalui output 

tabel Model Summary. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa 

nilai R Square (R²) sebesar 0,392. Hal ini menggambarkan bahwa 

sebesar 39,2% variasi variabel dependen penelitian ini dapat 

dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), 

Persepsi terhadap Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Layanan (X3) serta 

variabel kontrol Rentang Penghasilan. Sementara itu, proporsi sebesar 

60,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk ke dalam 

model regresi ini. 

Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,366 

menunjukkan bahwa setelah melakukan penyesuaian pada jumlah 

variabel bebas, model ini masih menunjukkan kecocokan. Dengan 

kata lain, model regresi yang dipakai cukup pantas untuk 

menerangkan hubungan beberapa variabel yang diteliti. Nilai 

Standard Error of the Estimate sebesar 7,784 menggambarkan rata-

rata kesalahan model dibandingkan dengan nilai aktual data, yang 
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masih berada dalam rentang yang dapat diterima. 

A.5.4. Uji F (Simultan) 

Tabel 4.16 Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3671,942 4 917,985 15,292 .000b 

Residual 5703,048 95 60,032     

Total 9374,990 99       

a. Dependent Variable: Y1 (Keptuhan Wajib Pajak) 

b. Predictors: (Constant), Rentang Penghasilan, X1 (Pengetahuan 

Pajak), X3 (Kualitas Layanan), X2 (Persepsian Sanksi Pajak) 

 

Pengujian F berguna untuk menilai apakah seluruh variabel 

independen secara kolektif memberikan signifikan terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan hasil ANOVA, didapatkan nilai F sebesar 

15,292 tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah level 0,05, maka bisa dinyatakan bahwa secara 

kolektif, variabel Pengetahuan Pajak (X1), Persepsi terhadap Sanksi 

Pajak (X2), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang Penghasilan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Pembayar 

Pajak. 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, ditemukan variabel 

Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Layanan (X3), dan Rentang Penghasilan 

mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, 

variabel Persepsi mengenai Sanksi Pajak (X2) tidak menunjukkan dampak 

yang signifikan. 

B.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (nilai signifikansi 0,000 

dan Beta -0,387). Temuan ini bertentangan dengan teori perilaku 
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kepatuhan fiskal, seperti teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 

1991), yang mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan faktor 

penting dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. 

Secara umum, pengetahuan pajak seharusnya meningkatkan kepatuhan, 

namun dalam penelitian ini, pengaruhnya justru negatif. Hal ini dapat 

diinterpretasikan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib 

pajak, mereka menjadi lebih sadar akan kelemahan atau celah dalam 

sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak. 

Temuan serupa juga diungkapkan dalam penelitian oleh Suharti & 

Hidayatullah (2022) yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, 

yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. 

B.2. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil dari pengujian menunjukkan pandangan mengenai Sanksi 

Pajak (X2) tidak berpengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan 

(Beta = -0,042, Sig. = 0,602). Ini berarti bahwa wajib pajak tidak 

menyadari adanya sanksi, hal tersebut sulit untuk mendorong perilaku 

patuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat penegakan 

hukum atau minimnya pengawasan yang membuat efek jera dari sanksi 

tidak dirasakan secara nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Lubis (2015) yang menerangkan bahwa keberadaan sanksi hanya 

efektif apabila diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten. 

B.3. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Pajak 

Hasil pengujian menunjukkan Kualitas Layanan juga signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Beta = -0,288, Sig. = 0,001). Hasil 

ini tidak sejalan dengan temuan sebagian besar penelitian sebelumnya, 

seperti yang disampaikan oleh Nurmantu (2010), yang menyatakan 

bahwa pelayanan yang baik oleh petugas pajak dapat meningkatkan 

rasa percaya dan kemauan wajib pajak untuk patuh. Pengaruh negatif 

ini mungkin mencerminkan bahwa meskipun pelayanan administrasi 

perpajakan semakin baik, persepsi wajib pajak terhadap sistem, 
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birokrasi, atau interaksi dengan petugas masih belum memenuhi 

ekspektasi, atau bahkan dianggap formalitas belaka yang tidak 

menyelesaikan permasalahan utama mereka. 

Variabel Rentang Pendapatan memiliki dampak paling besar 

terhadap Kepatuhan Pembayar Pajak, dengan Beta sebesar -0,436 serta 

nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan semakin meningkat 

pendapatan yang diperoleh, kecenderungan untuk tidak patuh justru 

meningkat. Hal ini sejalan temuan dari Alm et al. (1992) menjelaskan 

bahwa kelompok berpenghasilan tinggi sering kali memiliki lebih 

banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran atau pengelakan 

pajak, baik melalui perencanaan pajak agresif maupun melalui celah 

hukum. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi justru memberikan 

keleluasaan bagi wajib pajak untuk bersikap tidak patuh. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran 

kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh aspek 

pengetahuan dan layanan, tetapi juga oleh persepsi terhadap sistem dan 

struktur perpajakan itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan strategi 

yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk 

perbaikan kebijakan, peningkatan akuntabilitas, dan pendidikan yang 

berbasis kepercayaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana pengetahuan 

mengenai pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, serta kualitas layanan 

perpajakan memengaruhi kepatuhan para wajib pajak yang bergerak di 

bidang restoran dan hotel di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian yang 

dilakukan pada sektor restoran dan hotel di wilayah tersebut, diperoleh 

informasi bahwa: 

1. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak yang semakin 

meningkat mengenai perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka 

untuk menilai kurangnya sistem dan layanan yang dianggap belum 

memadai. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepatuhan menurun, 

terutama pada kelompok berpenghasilan tinggi yang umumnya lebih 

memahami celah dan peluang untuk menghindari pajak. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini 

bertentangan dengan hasil penelitian Agun et al. (2022) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berkontribusi secara 

positif terhadap kepatuhan, serta tidak sejalan dengan Suharti dan 

Hidayatullah (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi dari sisi arah 

maupun signifikansi pengaruh dibandingkan penelitian-penelitian 

terdahulu.  

2. Persepsi sanksi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap 

kepatuhan. Sanksi yang ada belum mampu belum mampu memberikan 

dampak jera kepada pembayar pajak sehingga efektivitasnya dalam 

meningkatkan kepatuhan masih rendah. Persepsi terhadap sanksi pajak 

dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak, yang sejalan dengan hasil penelitian Hapsari (2023), 
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namun berbeda dengan temuan Permata dan Zahroh (2022) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari sanksi pajak terhadap 

kepatuhan. 

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif mengenai kepatuhan. 

Pelayanan yang dianggap kurang memadai justru menurunkan motivasi 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan ini menegaskan 

pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan sistem 

sebagai langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak di sektor 

hotel dan restoran di Kabupaten Temanggung. Kualitas layanan pajak 

dalam penelitian ini justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak, hasil yang kontradiktif dengan penelitian Yadnyana dan 

Jaeng (2024) yang menemukan pengaruh positif, serta berbeda dengan 

Kusumawaty (2023) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara 

kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak. 

B. SARAN 

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran 

berikut dapat dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya: 

1. Memperluas cakupan variabel penelitian 

Dalam penelitian ini hanya sebesar 39,2% variasi kepatuhan pajak yang 

dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas 

pelayanan. Menunjukkan adanya variabel lain yang memberikan 

pengaruh sebesar 60,8%. Oleh karena itu disarankan untuk memperluas 

cakupan variabel yang dianalisis seperti: faktor sosial ekonomi 

(misalnya tingkat pendapatan dan status sosial), motivasi individu 

(misalnya etika pajak dan persepsi keadilan), kebijakan fiskal spesifik 

(misanya insentif pajak dan jenis subsidi) atau bahkan faktor psikologis 

(misalnya kepercayaan terhadap pemerintah dan rasa takut). 

2. Meningkatkan jumlah sampel dan wilayah penelitian 

Keterbatasan jumlah responden dan fokus hanya di Kabupaten 

Temanggung membatasi generalisasi hasil. Penelitian selanjutnya 

diharapkan memperbanyak jumlah responden serta memperluas 

wilayah penelitian.  
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3. Penggunaan metodologi penelitian yang lebih beragam 

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metodologi yang lebih 

beragam untuk lebih dalam mengetahui mengapa kadang pengetahuan 

pajak justru menurunkan kepatuhan, dan mengapa pelayanan yang tidak 

memadai menyebabkan wajib pajak tidak mematuhi. Beberapa contoh 

metode seperti wawancara atau diskusi dan metode eksperimental. 

Dengan menggunakan metode ini akan menggali lebih dalam dan 

memahami dinamika kepatuhan pajak yang lebih kompleks tidak hanya 

dari angka statistik. 
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